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Pembiayaan Murābaḥah merupakan salah satu akad yang paling diminati 

oleh masyarakat. Bank BRI syariah Purwokerto termasuk salah satu bank syariah 

yang menjadikan pembiayaan Murābaḥah sebagai akad pembiayaan yang 

digunakan untuk nasabah dalam mengajukan pembiayaan untuk modal atau 

kebutuhan seperti barang atau aset. Bank BRI syariah Purwokerto menggunakan 

KHES, DSN-MUI, DPS dan Undang-undang Perbankan Syariah sebagai landasan 

hukum bagi mekanisme pembiayaan Murābaḥah. Perhitungan margin 

pembiayaan Murābaḥah yang digunakan Bank BRI syariah Purwokerto yaitu 

menggunakan ketentuan besaran margin yang dilihat dari beberapa faktor, faktor 

yang ditentukan yaitu dilihat dari jumlah plafond pengajuan pembiayaan dan 

jaminan. Besaran keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah atas 

transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (Murābaḥah) margin pembiayaan nya 

bersifat tetap dan tidak berubah. dalam penelitian ini yang menjadi pokok 

masalah adalah bagaimana perhitungan margin pembiayaan Murābaḥah di bank 

BRI syariah Purwokerto dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI syariah Purwokerto. 

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (field 
research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena lebih 

jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah 

jenis penelitian kualitatif. Sumber data diambil dari sumber data primer yang 

dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian,yaitu melalui 

survey, observasi di bank BRI syariah Purwokerto dan wawancara dengan 

marketing manager, AO konsumen, Custemer Service, Teller, General Affairs dan 

nasabah Bank BRI syariah Purwokerto. Data sekunder merupakan data yang 

didapatkan penulis dari buku, jurnal, artikel, dan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah(KHES), DSN-MUI dan undang-undang Perbankan Syariah. 

Hasil pada penelitian skripsi ini menunjukan bahwa pembiayaan 

Murābaḥah dalam mekanisme bank BRI Syariah Purwokerto dalam melaksanakan 

alur pembiayan Murābaḥah sesuai dengan HES. dalam perhitungan margin 

pembiayaan Murābaḥah, prosentase yang digunakan sudah dihitung dengan jumlah 

angsuran yang dipilih oleh nasabah.Mekanisme pembiayaan Murābaḥah yang 

diberikan bank kepada nasabah dapat dinegoisasi dan diberlakukan tawar-menawar, 

sesuai kesepakatan antara pihak bank selaku penjual dan pihak nasabah selaku 

pembeli, maka dalam mekanisme nya pihak bank BRI syariah Purwokerto telah 

memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu dibuktikan dengan adanya ijab qabul 



 

 
 

dari pihak yang berakad ikhlas dan ridho. 

Kata kunci : Pembiayaan, Margin, Murābaḥah. 
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MOTTO 

 

“ketahuilah besaran keuntungan apabila melakukan pembiayaan, agar timbul 

kerelaan antara kedua belah pihak” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyususnan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ت

 ṡa ṡ ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal  D De د

 Żal Ż ذ
Ze (dengan titik di 

atas) 

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش



 

iv 
 

 ṣad ṣ ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 ḍad ḍ ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa ṭ ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‟ F Ef ؼ

 Qaf Q Qi ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L „el ؿ

 Mim M „em ـ

 Nun N „en ف

 Waw W W ك

 Ha‟ H Ha ق

 Hamzah „ Apostrof ء

 ل

 
Ya‟ Y Ye 
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 Ditulis Musamman مُّسىمِّى

 Ditulis Dḥaruriyyah ضركريةٌ

 

C. Ta’ Marbu>t}ah di akhir kata bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis ḥāḍiratan حىاضًرىةنً

ًتًىَٰرىةنً  Ditulis  Tijarah 

 

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Insonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

D. Vokal Pendek 

Vokal pendek bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

  َ  fatḥah Ditulis A 

  َ  Kasrah Ditulis I 

  َ ḍamah Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang  

Vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

1. fatḥah dan alif Ditulis Ā 
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ايىنتيم   Ditulis Tadayantum تىدى

2. Kasrah + ya’ mati Ditulis Ī 

فًيهنا  ًسى  Ditulis Safihan 

F. Kata Sandang Alif dan Lam  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ؿا  ,namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 

kata xiii sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah dengan kata sandang 

yang diikuti huruf qamariyyah. 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah, , ditransliterasikan sesuai dengan aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf 

syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau 

hubung. 

قًُّٱلىًٍ  Ditulis il-ḥaqqu 

 Ditulis al-ukhrā ٱلٍْيخٍرىلًَٰ

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang itu. 

ا ءًًٓ  ٱلشُّهىدى  Ditulis asy-syuhadā`i 

 

 Ditulis Al-lażīna ٱلَّذًينىً
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G. Hamzah 

Hamzah Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan 

dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila 

Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

H. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

dihilangkan xiv maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun 

penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata. 

 Ditulis مصلحةًمرسلة
Masl{ah}ah al-

Mursalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

KATA PENGANTAR  

 

Bismillahirohmanirrahim 

Alhamdullahiribil’alamin, rasa syukur penulis aturkan kepada yang maha 

kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang 

luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang 

suri tauladan Nabi Muhammad SAW. 

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan atas nikmat 

dan karunia-nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul 

“PERHITUNGAN MARGIN PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI BANK BRI 

SYARIAH PURWOKERTO”. 

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas 

dari dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 

2. Dr. H. Achad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah 

IAIN Purwokerto 

3. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN 

Purwokerto 

4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah 

IAIN Purwokerto 

5. Agus Sunaro, S.H.I., M.S.I.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 

6. H. Khoirul Amru Harahap , Lc., M.H.I., selaku Pembimbing Akademik IAIN 

Purwokerto 

7. Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum., selaku Dosen Pembing Skripsi, terimakasih telah 

mencurahkan waktu, ilmu dan perhatiannya kepada penulis  

8. Segenap Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 

9. Segenap Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto 

10. Segenap Staf bank BRI syariah Purwokerto 



 

ix 
 

11. Kedua orang tua (Bapak Radiman dan Ibu Sumirah), kakak penulis Ari 

Radianto  dan semua keuarga yang telah mendukung penulis 

12. Teman-teman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Kelas A, teman-teman 

Pondok Pesantren Zam-Zam Purwokerto, teman-teman PPL Pengadilan 

Agama Purwokerto, Teman-teman KKN Desa Pengadegan Purbalingga 

2020, teman-teman Komunitas Teater Didik dan semua pihak yang 

membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

per satu. 

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan 

doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal 

ibadah dan mudah-mudahan mendapat balasannya. Aamiin. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 

karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan 

skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

pembaca. Amiin. 

 

  Puwokerto, 07 Januari 2021 

  Penulis, 

   

 

Dini Anastasiya 

NIM. 1617301010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL .....................................................................................   

PERNYATAAN KEASLIAN ....................................................................... i 

PENGESAHAN .............................................................................................. ii 

NOTA DINAS PEMBIMBING..................................................................... iii 

ABSTRAK ...................................................................................................... iv 

MOTTO .......................................................................................................... vi 

PERSEMBAHAN .......................................................................................... vii 

PEDOMAN TRANSLITRASI ..................................................................... viii 

KATA PENGANTAR ................................................................................... xiv 

DAFTAR ISI .................................................................................................. xv 

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvii 

DAFTAR SINGKATAN ............................................................................... xviii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xix 

BAB I           PENDAHULUAN ......................................................................... 1 

A. Latar Belakang ......................................................................... 1 

B. Definisi Operasional ................................................................ 8 

C. Rumusan Masalah .................................................................... 9 

D. Tujuan Penelitian ....................................................................10 

E. Manfaat Penelitian ..................................................................10 

F. Tinjauan Pustaka .................................................................... 10 

G. Sistematika Pembahasan ........................................................ 15 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN 

MURĀBAḤAH DAN PERHITUNGAN MARGIN.................  16 

A. Tinjauan Umum Tentang Murābaḥah .....................................16 

1. Pengertian Murābaḥah ………………………......................16 

2. Dsar Hukum Murābaḥah ..................................................17 

3. Rukun dan Syarat Murābaḥah ..........................................19 

4. Risiko dalam Murābaḥah...................................................21 

5. Pengawasan Murābaḥah ………………………...................21 

B. Tinjauan Umum Tentang Perhitungan Margin Pembiayaan 

Murābaḥah ..............................................................................22 

1. Pengertian Margin Pembiayaan Murābaḥah .....................22 

2. Penetapan Margin Pembiayaan Murābaḥah ......................24 



 

xi 
 

3. Perhitungan Margin Pembiayaan Murābaḥah ...................28 

BAB III METODE PENELITIAN ...........................................................38 

A. Jenis Penelitian ........................................................................38 

B. Lokasi Penelitian .....................................................................38 

C. Sumber Data ............................................................................38 

D. Pendekatan Penelitian ..............................................................39 

E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian ..................................39 

F. Teknik Pengumpulan Data ......................................................39 

G. Metode Anilisa Data ................................................................41 

BAB IV PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI BANK BRI SYARIAH 

PURWOKERTO DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI 

HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) ................................41 

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah Purwokerto ..................41 

B. Mekanisme Pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI Syariah 

Purwokerto ..............................................................................47 

C. Perhitungan Margin Pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI 

Syariah Purwokerto .................................................................57 

D. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

Terhadap Pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI Syariah 

Purwokerto ..............................................................................63 

BAB V PENUTUP ....................................................................................68 

A. Kesimpulan ..............................................................................68 

B. Saran ........................................................................................69 

C. Penutup ....................................................................................69 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................70 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ................................................................................ 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .......................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1       Penelitian Terdahulu,13 

Table 2       Besaran prosentase margin, 57 

Tabel 3  Daftar Angsuran Pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI Syariah 

Purwokerto, 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

DAFTRA SINGKATAN 

SWT       : subḥānahu wataʿālā 

SAW       : Sallalāhu ‘alaihiwasallam 

S.H.        : Sarjana Hukum 

Dkk         : Dan kawan-kawan 

IAIN       : Institut Agama Islam Negeri 

UU          : Undang-Undang 

UUD       : Undang-Undang Dasar 

Hlm        : Halaman 

LKS        : Lembaga Keuangan Syariah 

KHES     : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

BRI         : Bank Rakyat Indonesia 

BUS        : Bank Umum Syariah 

PERMA : Peraturan Mahkamah Agung 

DSN         : Dewan Syariah Nasional 

MUI         : Majelis Ulama Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1            Hasil Wawancara 

Lampiran 2            Daftar Angsuran Pembiayaan Murābaḥah 

Lampiran 3            Surat Perhitungan Margin 

Lampiran 4            Dokumen Pembiayaan Murābaḥah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

lembaga keuangan syariah adalah setiap perubahan yang kegiatan 

usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga 

keuangan dapat berupa penghimpunan dana dan atau penyaluran dana.
1
 

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan 

produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga 

keuangan syariah.
2
 Secara umum lembaga keuangan syariah adalah lembaga 

intermediasi keuangan yaitu penyerapan dana dari unit surplus ekonomi baik 

individu, pemerintah maupun sektor usaha untuk menyediakan dana bagi unit 

ekonomi defisit. Dengan adanya lembaga keuangan yang mengeluarkan produk 

keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga 

keuangan syariah.
3
 Di Indonesia lembaga-lembaga keuangan syariah nya yaitu 

Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan 

Unit Usaha Syariah (UUS). 

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam 

kegiatanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dijelaskan dalam 

Undang-undang RI No.21 Tahun 2008 Pasal 19. Kegiatan Bank Umum Syariah 

yaitu diantaranya menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan dan lain 

sebagainya. Bank Umum Syariah (BUS) yang ada di Indonesia yaitu meliputi 

Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI syariah dan lain sebagainya. 

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu dalam Pasal 1 UU 

No. 21 tahun 2008 adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4

 Kegiatan BPRS intinya 

hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa 

                                                             
1
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Shari’ah (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 

29. 
2
 Ahmad Ifham Sholihi, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2010), hlm. 51. 
3
 Abdul Grafar and Ismail Ahmad, Does the Islamic financial sistem design matter? 

Humanomics emerald group publishing limited 22 No. 1 (2006), hlm. 5-6. 

www.emaraldinsight.com/0828-8666.htm 
4
 Ahmad Ifham Sholihi, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah,.. hlm. 3. 
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penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang 

membedakannya adalah bahwa BPRS tidak diperkenankan memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso dan 

menertibkan giro. BPRS yang ada di Indonesia yaitu ada BPR Syariah 

Khasanah Ummat, BPRS Amanah Rabbaniah, BPRS Hareukat dan lain 

sebagainya.
5
 Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat 

Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 

atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar 

negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi 

sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.
6
  

Secara umum Bank Umum Syariah (BUS) memiliki fungsi penghimpun 

dan menyalurkan dana ke publik. Bank Umum Syariah (BUS) mempunyai 

produk pembiayaan wadiah, mudharabah, musyarakah, Murābaḥah. Produk 

pembiayaan yang paling banyak diminati yaitu Murābaḥah. Pembiayaan 

Murābaḥah lebih banyak dipilih karena kepastian terkait angsuran dan margin 

dimana tidak akan terjadi perubahan dengan marginnya selama nasabah tidak 

mengalami pembiayaan bermasalah. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa 

kebanyakan bank syariah di Indonesia masih berorientasi pada keuntungan atau 

pendapatan. 

Pembiayaan Murābaḥah adalah Jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. 

pembiayaan Murābaḥah dilarang melakukan unsur yang mengandung Ribâ, 

bathil maisir dan gharar juga diwajibkan menggunakan akad yang jelas, 

maksudnya antara pihak bank dan nasabah sama sama tau tentang akad yang 

dibuatnya, maka harus ada bukti perjanjian tertulis. Hal-hal seperti bukti atau 

saksi tertulis atau lain sebagainya diperintahkan Allah SWT yang dijelaskan 

                                                             
5 5

 Khotibul Umam, Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2008 (konsep, Regulasi, dan Implementasi) (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 

2009), hlm. 41.  
6
 Pasal 1 undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008. Tentang Perbankan 

Syariah. 
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dalam. Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 282 untuk melaksanakan pencatatan 

atas transaksi pembiayaan selain itu mengenai keperluan terhadap suatu system 

pencatatan hak dan kewajiban. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut : 

ًءىامىنيوٓ  مىًَٰ ًٱلَّذًينى ايىنتيمًإًذىآً  آ  أىيػُّهىا يٍنوًًتىدى ًًَٰبًدى ًبػَّيػٍنىكيمًًٍكىلٍيىكٍتيبًٓ  ًفىٱكٍتيبيوهيًًمُّسىمِّىًأىجىلوًًٓ  إًلى

ًعىلىيٍوًًًٱلَّذًلًكىلٍييمٍلًلًًًفػىلٍيىكٍتيبًًٍٓ  لَّمىويًٱللَّويًعىًًكىمىاًيىكٍتيبىًًأىفًكىاتًبهًًيىأٍبىًًكىلىًًٓ  ًبٱًلٍعىدٍؿًًًٓ  كىاتًبهً

يٍػ ناًمًنٍويًًيػىبٍخىسًًٍكىلىًًۥرىبَّويًًٱللَّوىًًكىلٍيىتَّقًًًٱلىٍقًُّ فًيهناًٱلىٍقًًُّعىلىيٍوًًًٱلَّذًلًكىافىًًفىإًفًٓ  ًشى ًلىًًأىكًًٍضىعًيفناًأىكًًٍسى

لًًَّأىفًيىسٍتىطًيعيً ًًۥكىليًُّويًًفػىلٍييمٍلًلًًٍىيوىًًيُيً يٍنًًًٓ  كىٱسٍتىشٍهًديكآً  بًٱلٍعىدٍؿً هًيدى ًلًًٍَّّفىإًفًٓ  ًرِّجىالًكيمًًٍمًنًشى

اًمًنىًًتػىرٍضىوٍفىًًمَِّنًكىٱمٍرىأىتىافًًًفػىرىجيلهًًرىجيلىيًًًٍيىكيونىا ىػَٰهيمىاًتىضًلًًَّأىفًءًًٓ  ٱلشُّهىدى ىػَٰهيمىاًفػىتيذىكِّرىًًإًحٍدى ًإًحٍدى

اًيىأٍبىًًكىلىًًٓ  ًٱلٍْيخٍرىلًَٰ ًكىبًيرناًأىكًًٍصىغًيرناًتىكٍتيبيوهيًًأىفًٓ  آ  تىسٍػ ىميوًكىلىًًٓ  ًٓ  اًديعيوامىًًإًذىاًءيًٓ  ٱلشُّهىدى

ًَٰ لًوًًًٓ  إًلى يًـكىًًٱللَّوًًًعًندىًًأىقٍسىطيًًذىَٰلًكيمًًٍٓ  ًۦأىجى ةًًًأىقػٍوى دى ًتىكيوفىًًأىفًٓ  إًلًًَّٓ  ًٓ  آ  تػىرٍتىابيوًأىلًًَّٓ  كىأىدٍنىًًَٰللًشَّهىَٰ

ًتىكٍتيبيوىىاًًفػىلىيٍسىًًبػىيػٍنىكيمًًٍتيدًيريكنػىهىاًحىاضًرىةنًًتًىَٰرىةنً ًٓ  ًتػىبىايػىعٍتيمًًٍإًذىآً  آ  كىأىشٍهًديكًٓ  عىلىيٍكيمًٍجينىاحهًأىلَّ

هًيدهًًكىلىًًكىاتًبهًًرًَّٓ  ييضىاًكىلىً ًٓ  ًٱللَّوىًًٓ  كىٱتػَّقيوآً  ًبًكيمًًٍٓ  فيسيوؽهًًۥفىإًنَّويًًٓ  تػىفٍعىليواًكىإًفًٓ  ًشى

عىلًيمهًًشىىٍءوًًبًكيلًًِّكىٱللَّويًًٓ  ًٱللَّويًًكىيػيعىلِّميكيميً  

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 
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persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual 

beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika 

kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah 

suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
7
 

Ayat ini menegaskan prinsip akuntabilitas dan inspirasi memberikan 

arahan bahwa Lembaga keuangan Syariah harus menunjukan keterbukaan dan 

menggunakan konsep pencatatan.  

Pada penerapan nya produk pembiayaan menggunakan akad 

Murābaḥah ini biasanya digunakan untuk pembiayaan berjangka seperti 

pembiayaan kepemilikan rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Namun sedikit 

nasabah yang mengetahui akan hal tersebut dan biasanya di setiap bank syariah 

mempunyai aturan tersendiri mengenai hal tersebut, seperti halnya dalam 

prosedur pengajuan pembiayaan
8
 Menurut data statistik Perbankan Indonesia 

pembiayaan Murābaḥah adalah pembiayaan yang paling diminati oleh 

nasabah. Pembiayaan Murābaḥah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual 

beli antara bank dengan nasabah dimana bank memberi barang yang diperlukan 

nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga 

                                                             
 7

Tim Penerjemah al-Qur‟an Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 

2001), hlm 70-71. 
8
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 84. 
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perolehan beserta keuntungan yang telah disepakati Bersama.
9
 Keuntungan 

yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah tersebut dengan margin 

pembiayaan Murābaḥah. 

Perhitungan margin keuntungan pembiayaan Murābaḥah ada tiga 

macam yaitu flat, menurun dan amunitas. Untuk yang flat dan menurun 

presentasenya sebesar 2% sedangkan rata-rata sebesar 3% namun untuk 

pembiayaan proyek sebesar 1,5%. Presentase tersebut ditentukan oleh 

pengurus, dewan Syariah dan pengelola. Perhitungan margin keuntungan 

menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun 

sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya angsuran harga 

pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar 

nasabah setiap bulannya. Metode kedua adalah keuntungan rata-rata, margin 

keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran 

(harga pokok dan margin keuntungan) dibayarkan setiap bulan. Metode 

berikutnya adalah margin keuntungan flat, perhitungan margin keuntungan 

terhadap nilai pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode 

lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dan adanya angsuran 

harga pokok. Metode terakhir adalah margin keuntungan amanitas, margin 

keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara amunitas. Perhitungan 

amanitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran 

angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini 

akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan 

margin keuntungan yang semakin menurun.
10

 

Akan tetapi ironisnya, signifikasi peningkatan dalam pembiayaan 

dengan akad Murābaḥah ini masih mendapat sorotan negatif dari pelaku usaha 

(terutama pengusaha muslim), sebagaimana ungkapan dalam sebuah artikel 

singkat pada website kelompok pengusaha muslim Indonesia yang 

                                                             
9
 Sarip Muslim, Akutansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 

2015), hlm. 84. 
10

 Fariz Shalahuddi Zakiy dan Fauzul HanifNoor Athie, “Metode Perhitungan Penentuan 

Harga Jual pada Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (studi kasus pada PT Bank 

Syariah Mandiri)”. El-Dinar, Vol 3, No. 1, Januari 2015, hlm 5-6. 
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menegaskan bahwa pada realitanya praktek akad Murābaḥah di perbankan 

syariah banyak belum sesuai syariah atau bertentangan dengan fatwa Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan di Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
11

 Padahal perbankan syariah harus sesuai 

dengan ketentuan syariah sebagaimana amanat Undang-undang Perbankan 

Syariah Nomor 21 tahun 2008 antara lain dalam pasal 26 ditegaskan bahwa 

semua kegiatan usaha, baik produk maupun jasa wajib tunduk kepada prinsip 

syariah dan prinsip syariah yang dimaksud adalah di fatwakan oleh Majelis 

Ulama Indonesia dan Pedoman Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES).
12

 

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah 

yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini 

lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan syariah Nasional 

(DSN)MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah 

memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ 

khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu 

produk bank. Kemudian peraturan Bank Indonesia (sekarang PJOK) 

menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan 

kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan 

memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah 

juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang fungsinya 

ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory 

(penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu 

aktivitasnya sesuai syariah atau tidak, serta dalam proses melakukan 

pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk 

memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga 

diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan 

kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit 

                                                             
11

 Kelompok Pengusaha Muslim, Fatwa DSN-MUI Vs Praktek Perbankan Syariah dalam 

https://pengusahamuslim.com/2728-dsn-mui-1451-html (diakses tgl 09 februari 2016). 

12
 UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 26 ayat 1 dan 2. 

https://pengusahamuslim.com/2728-dsn-mui-1451-html
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eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki 

kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. 

Selain DSN-MUI dan Undang-undang Perbankan Syariah, dalam 

Lembaga Keuangan Syariah juga menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah (KHES) sebagai landasan atau patokan hukum. KHES merupakan 

bentuk positifisasi dari produk hukum fikih muamalat Indonesia yang dijamin 

oleh sistem konsititusi negara Indonesia. Dengan lahirnya KHES berarti 

mempositifkan hukum ekonomi syariah di Indonesia, seandainya KHES tidak 

disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah 

dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai 

mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, 

sehingga terjadilah dispartis dalam putusan antar suatu pengadilan dengan 

pengadilan yang lain. Akad-akad dalam pembiayaan di perbankan syariah 

terdiri atas tujuh akad yaitu: mudharabah, musyarakah, Murābaḥah, salam, 

istishna, ijarah dan qard, namun yang menjadi fokus dalam penulisan ini 

adalah pembiayaan dengan akad Murābaḥah dalam produk-produk 

pembiayaan. Oleh karena itu, penulisan ini dibatasi pada pembiayaan akad 

Murābaḥah dan tinjauan hukumnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.  

Bank BRI Syariah Purwokerto merupakan Bank Umum Syariah (BUS) 

yang berkantor di Jl. Karang Kobar No 42, Bancarkembar Purwokerto Utara, 

mempunyai produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana 

diantaranya ada tabungan dan deposito yang dalam pengoperasiannya 

menggunakan akad wadi’ah dan mudharabah. Sedangkan untuk produk 

penyaluran dana atau pembiayaan diantaranya ada pembiayaan dengan akad 

Murābaḥah, mudharabah dan musyarakah. Di bank BRI Syariah Purwokerto, 

margin sudah ditetapkan dan disepakati antara pihak nasabah dengan bank 

sebesar nominal tertentu. Nominal tersebut tidak akan berubah sampai dengan 

masa selesai pembiayaan.
13

  

                                                             
13

 Wawancara dengan bendahara BRI Syariah Purwokerto, tanggal 21 September 2020 di 

Bank BRI Syariah Purwokerto. 
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Sebagai Lembaga keuangan yang berbasis syariah, tentunya dalam 

pelaksanaan Bank BRI Syariah haruslah mengikuti aturan-aturan dan kaidah-

kaidah yang sesuai sebagai acuan untuk menjalankan amanah sebagai 

Lembaga keuangan yang sehat dan bersih dari segala penyimpangan. Salah 

satu aturan yang dapat menjadi acuan tersebut ialah Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES). KHES diterbitkan dalam bentuk Peraturan 

Mahkamah Agusng (perma) No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah. Kehadiran KHES dipandang sebagai kelanjutan proses 

positivasi hukum islam dalam sistem Indonesia. Selain itu, KHES dilanjutkan 

sebagai pegangan bagi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa 

ekonomi syariah memberikan harapan semakin mengecilnya ruang disparitas 

putusan pegadilan. KHES ini sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian 

dengan peraturan yang sudah ada, misalnya fatwa DSN (Dewan Syariah 

Nasional).
14

 Alasan penulis menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah 

sebagai bahan analisis yaitu karena hukum ekonomi syariah sebagai pedoman 

prinsip syariah bagi perbankan syariah ataupun hakim pengadilan agama 

dalam menyelesaikan suatu perkara di dalam ekonomi syariah terutama pada 

bidang akad pembiayaan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana 

perhitungan margin Murābaḥah di bank BRI Syariah Purwokerto. Untuk itu 

penulis melakukan penulisan dengan judul ”PERHITUNGAN MARGIN 

PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH BANK BRI SYARIAH 

PURWOKERTO” 

B. Definisi Operasional 

1. Bank Syariah 

 Bank syariah merupakan bank yang mengikuti sistem ekonomi 

islam, maksudnya yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

                                                             
14

 Majalah Peradilan Agama Edisi 8, Surpus gagasan dan Meruah Inspirasi, 

https://badilag.mahkamahagung.go.id 
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berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa 

dalam lalu lintas pembayaran.
15

 

2. Margin 

 Pengertian margin menurut Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa 

adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual 

pasar.
16

  Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari 

memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang 

dipilih oleh pernyataan pendapatan. Berdasarkan definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa margin adalah tingkat atau selisih kenaikan nilai aset 

yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual. 

3. Pembiayaan Murābaḥah 

Pembiayaan Murābaḥah merupakan produk pembiayaan di mana 

pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu 

nasabah dan developer menginginkan memiliki atau membeli sesuatu 

barang dari developer sementara nasabah belum memiliki dana yang 

cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan 

bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan 

oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, kemudian pihak bank menjual 

kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan 

pembelian pihak bank dari pihak developer dengan metode angsuran dan 

ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepkati antara pihak 

bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan.  

Murābaḥah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual 

beli di mana Bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau 

                                                             
15

 Agus Marimin, Abdul Harisd Romhoni dan Tiara Nur Fitria, “Perkembangan Bank 

Syariah di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02., diakses tanggal 2 juli 2015. 

www.jurnal.stie-aas.id, hlm. 77. 
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 

Edisi Revisi 2008), hlm. 879. 
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investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan 

keuntungan yang disepakati.
17

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan 

permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan 

Murābaḥah di Bank BRI Syariah Purwokerto? 

b. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan 

Murābaḥah  di bank BRI Syariah Purwokerto? 

D. Tujuan Penulisan 

Dari permasalahan diatas maka secara keseluruhan tujuan penulisan adalah: 

a. Untuk mengetahui perhitungan margin pada pembiayaan Murābaḥah di 

Bank BRI Syariah Purwokerto  

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap 

pembiayaan Murābaḥah di bank BRI Syariah Purwokerto. 

E. Manfaat Penelitian 

a. secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan secara luas dalam peraturan perundang-undangan mengenai 

perhitungan pembiayaan Murābaḥah yang dapat dikupas dan dipelajari 

secara mendalam supaya dapat mengetahui sistematika pembiayaan  

Murābaḥah di Bank BRI Syariah Purwokerto. Penulisan ini diharapkan 

dapat menjadi sumber deskripsi terhadap penulisan berikutnya oleh 

penulis ataupun akademis lainnya, dalam melakukan pembaharuan 

hukum yang mengatur sistematika pembuatan pembiayaan Murābaḥah 

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan 

suatu produk hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan 

masyarakat. 

                                                             
17

 Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad Murābaḥah Pada Perbankan Syariah (Analisa 

Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murābaḥah di Indonesia dan Malaysia”, Jurnal Hukum 

UII Yogyakarta, Vol. 16 Januari 2009, hlm. 108-109. 
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b. secara praktis, penulisan ini sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan 

dan pengetahuan bagi mahasiswa serta pembaca terkait pembiayaan 

Murābaḥah dan substansinya  

F. TINJAUAN PUSTAKA 

Sebagaimana telah dilakukan pengkajian artikel, jurnal, skripsi 

maupun tesis yang telah ada, khusus kajian mengenai perhitungan pembiayaan 

akad Murābaḥah  dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah, untuk 

saat ini penulia belum menemukan penulisan yang cenderung sama dengan 

persoalan yang diteliti namun ada beberapa penulisan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan sebagai acuan penulis di dalam melakukan penulisan. Hal 

tersebut dari beberapa penulisan yang penulis paparkan sebagai berikut.  

Jurnal yang dirulis oleh Fidyah, SE,MM yang berjudul Analisis 

Pendapatan Margin Murābaḥah pada Bank Muamalat Indonesia. STIE 

Semarang. Fokus penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi pendapatan margin Murābaḥah. Hasil penulisan terdapat 

volume pembiayaan Murābaḥah ada pengaruh tetapi tidak signifikan, artinya 

pengaruhnya sangat kecil terhadap pendapatan margin Murābaḥah. Profit 

target berpengaruh positif secara signifikan terhadap margin Murābaḥah, 

artinya semakin besar target keuntungan yang di harapkan oleh Bank 

Muamalat Indonesia ternyata semakin besar juga pendapatan margin 

Murābaḥah. Biaya overhead berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pemdapatan margin Murābaḥah, hal ini menunjukan semakin besar biaya 

overhead akan menurunkan pendapatan margin Murābaḥah.
18

 

Hasil skripsi yang berjudul mengenai Implementasi Perhitungan 

Margin pada Pembiayaan Murābaḥah di Bank Mega Syariah cabang 

Semarang, yang disusun oleh Ienas Taisier Rasyada.
19  

Memberikan 

penjelasan bahwa kebijakan perhitungan margin keuntungan dan pengakuan 

                                                             

18
 Fidyah. “Analisis Pendapatan Margin Mura>bah{a>h pada Bank Muamalat 

Indonesia”.Jurnal STIE Semarang. Vol. 9. No.1. 2017. :https://media.neliti.com, hlm. 23. 
19

 Ienas Taisie Rasyada, Implementasi Perhitungan Margin pada Pembiayaan 

Murābaḥah di Bank Mega Syariah Cabang Semarang (Semarang: Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang, 2015). 
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pembayaran angsuran yang diterapkan oleh Bank Mega Syariah yang kemudia 

diterapkan oleh kantor cabang termasuk cabang Semarang adalah dengan 

margin keuntungan falt. Namun pada pelaksanaannya belum sesuai dengan 

konsep teori tentang penetapan margin yang sah, dimana teori ini dijelaskan 

oleh Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqh dan 

keuangan. Persentase margin yang diterapkan oleh Bank Mega Syariah adalah 

angka persentase margin untuk angsuran setiap bulannya dari pembiayaan 

yang diberikan, sehingga dalam platfon pembiayaan tertentu sudah jelas 

berapa persen margin yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya, 

namun belum jelas berapa harga jualnya. Sedangkan dalam teori seharusnya 

persentase margin keuntungan adalah dihitung dari total platfon pembiayaan 

yang diberikan, setelah itu untuk perhitungan angsuran setiap bulan dilakukan 

berdasarkan pembagian antara harga jual dngan tenor waktu yang diterapkan. 

Dimana untuk mengetahui harga jualnya adalah dengan menghitung terlebih 

dahulu jumlah antara harga beli dan margin keuntungan yang telah disepkati 

bersama.  

Skripsi milik Ninda Dwi Wulandari, 2019. Program studi Perbankan 

Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Ontan Lampung. Tujuan penulisan 

ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan BMT dalam menentukan 

margin Murābaḥah pada produk pembiayaan Murābaḥah dan untuk 

mengetahui penentu besaran presentasi margin Murābaḥah pada BMT 

Assyafi‟iyah. Jenis penulisan ini merupakan penulisan lapangan (field 

research) penulisan bersifat diskriptif analitik dan pengumpulan data 

dilakukan dengan cara wawancara, dan pengumpulan data. Hasil penulisan 

dapat disimpulkan bahwa prosedur pembiayaan Murābaḥah di BMT 

Assyafi‟iyah saat ini masib belum cukup baik, karena BMT belum 

menggunakan sistem tawar-menawar dalam satu transaksi. Sehingga BMT 

hanya bisa menetapkan presentasi margin pada setiap pembiayaan pada 

produk yang ada di BMT sebesar 2,3 %.  

Adapun penulisan ini berbeda dengan penulisan-penulisan sebelumnya 

seperti yang telah disebutkan di atas, dalam hal ini, belum ditemukan adanya 
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penulisan yang berkaitan dengan Perhitungan Margin pada Pembiayaan 

Murābaḥah di Bank BRI Syariah Purwokerto Perspektif Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah. Penulisan sebelumnya hanya membahas tentang peran 

Bank sebagai penyedia pembiayaan Murābaḥah, rukun Murābaḥah dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya margin dalam 

peiijubggbgtttgmbiayaan Syariah. 

Nama Judul Persamaan Perbedaan 

Jurnal yang ditulis 

oleh Fidyah 

SE,MM. 

Analisis 

Pendapatan 

Margin 

Murābaḥah pada 

Bank Muamalat 

Indonesia 

Sama-sama 

membahas 

mengenai 

Margin 

Murābaḥah 

Jurnal Fidyah SE,MM. 

Membahas mengenai 

pendapatan margin 

Murābaḥah  pada Bank 

Muamalat Indonesia 

serta faktor fator 

pendapatan margin 

Murābaḥah sedangkan 

dalam penulisan ini 

membahas mengenai 

perhitungan margin 

Murābaḥah di lihat dari 

KHES.  

Skripsi milik Ienas 

Taiser Rasyada, 

2015 program 

studi Perbankan 

Syariah  

Implementasi 

Perhitungan 

Margin pada 

Pembiayaan 

Murābaḥah 

Bank Mega 

Syariah Cabang 

Semarang  

Sama-sama 

membahas 

tentang akad 

Murābaḥah 

Skripsi Ienas Taiser 

Rasyadamembahas 

mengenai implementasi 

perhitungan margin 

sedangkan penlulis 

selain perhitungan 

margin juga disesuaikan 

dengan Kompilasi 

Hukum Ekonomi 

Syariah.  
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Skripsi milik 

Ninda dwi 

Wulandari, 2019 

program studi 

Perbankan Syariah 

fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam 

Metode 

Perhitungan 

margin 

Murābaḥah di 

BMT As-

Syafiiyah Metro 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

perhitungan 

margin 

Murābaḥah 

Skripsi Ninda Dwi 

Wulandari membahas 

mengenai metode 

perhitungan margin 

Murābaḥah di BMT as-

syafiiyah metro 

sedangkan penulis 

membahas mengenai 

perhitungan margin 

Murābaḥah di Bank 

BRI Syariah Purwokerto 

apakah sudah sesuai 

dengan KHES. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Pada dasarnya, penulisan ini terbagi dalam lima bab yang memaparkan 

kerangka isi dan alur logis penulisan yang disertai dengan argumentasi 

mengenai tata urutan pada bagian-bagian penulisan, dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mana dalam hal ini akan 

diuraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika 

pembahasan.  

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan 

umum tentang margin dan tinjauan umum tentang Murābaḥah. 

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan 

penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data. 

Bab keempat merupakan laporan penelitian. Laporan ini terdiri dari 

mekanisme perhitungan margin pembiayaan Murābaḥah dan analisis tinjauan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan murabahah di bank 

BRI Syariah Purwokerto. 

Bab kelima merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan ini yang 

berisi kesimpulan dari hasil kegiatan penulisan mengenai permasalahan yang 

diangkat dengan menggunakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi 

penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERHITUNGAN MARGIN DAN 

PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH 

A. Tinjauan Umum Murābaḥah 

1. Pengertian Murābaḥah 

Secara bahasa, kata Murābaḥah berasal dari bahasa Arab dengan 

akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, 

menurut Lumna Hakin, Murābaḥah merupakan akad jual beli atas barang 

tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga 

pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga 

jual tersebut disetujui pembeli.
20

 Sebagaimana telah dikutip Dimyauddin 

di dalam bukunya Murābaḥah menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah Jual 

beli komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli 

tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang 

diinginkan.
21

 Menurut Anwar, Murābaḥah adalah menjual suatu barang 

dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk 

dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara angsuran.
22

 

Menurut beberapa ulama, seperti ulama Malikiyah, Murābaḥah 

adalah jual beli di mana pemilik barang menyebutkan harga beli barang 

tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli secara 

sekaligus dengan mengatakan,“saya membelinya dengan harga sepuluh 

dinar dan anda berikan keuntungan kepadaku sebesar satu dinar atau dua 

dinar”. Atau merincinya dengan mengatakan, “anda berikan keuntungan 

sebesar satu dirham per satu dinar-nya. Atau bisa juga ditentukan dengan 

ukuran tertentu maupun dengan menggunakan persentase. Ulama 

Hanafiyah mendefinisikannya dengan mengatakan, Murābaḥah 

                                                             
20  Lukman Hakin, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 

116-117. 
21 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Celebsn Timur UH 

III, 2008), hlm. 101 
22 M. Syafi‟i Anwar, Alternatif Terhadap Sistem Bunga, Jurnal Ulumul Qur‟an II, Edisi 9 

Oktober 1991, hlm. 13. 
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merupakan pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan 

harga awal disertai tambahan keuntungan. Menurut ulama Syafi‟iyyah 

dan Hanabilah, Murābaḥah adalah jual beli dengan harga pokok atau 

harga perolehan penjual ditambah keuntungan satu dirham pada setiap 

sepuluh dinar. Atau misalnya, dengan syarat kedua belah pihak yang 

bertransaksi mengetahui harga pokok.
23

 

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-

MUI/IV/2000, Murābaḥah yaitu menjual suatu barang dengan 

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya 

dengan harga yang lebih sebagai laba.
24

 Pada fatwa DSN-MUI tentang 

Murābaḥah merujuk pada Al-Qur‟an yaitu ada di Q.S. an-Nisa ayat 29, 

Q.S. al-Baqarah ayat 275, Q.S. al-Maidah ayat 1, Q.S. al-Baqarah ayat 

280. Hadis: Hadis riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah, Hadis Nabi 

riwayat Ibnu Majah, Hadis Nabi Tirmidzi, Hadis Nabi riwayat Jama‟ah, 

Hadis Nabi riwayat Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam. Ijma‟ mayoritas 

ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murābaḥah (Ibnu Rusyd, 

Bidayah al-Mujtahid, Juz 2 hal 161). Kaidah fiqh :”pada dasarnya, semua 

bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya.”
25

 

Murābaḥah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KHES 

yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah.
26

  Dalam Pasal 1 Ayat (1) Perma menyebutkan bahwa KHES 

digunakan oleh hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama 

                                                             
23  As-Shawy dalam Abdurrahman al-Jazery, Fiqh ala Madzahibi al-Arba’ah, juz 3 

(Beirut: Dar al-Fikrs, 2005), hlm. 198-200. 
24

 Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syari’ah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 

hlm. 57. 
25

 Acme Admira Arafah, dkk. Corak Mazhab pada Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (Analisis Tentang Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah) 

(Sumatera: Pascasarjana UIN Sumatera utara, 2018) Journal of Islamic Lwa, Vol.2. No 1 

Januari-Juni, hlm. 31. 
26

 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan 

perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Meskipun demikian, 

hakim tetap diberi keluasan dan bertanggung jawab untuk menggali dan 

menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2). Pengertian Murābaḥah 

menurut KHES adalah pembiayaan saling menguntungkan yang 

dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui 

transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan 

harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi 

shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
27

 

Murābaḥah diartikan dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah 

salah satu produk yang dikembangkan oleh bank Syariah. Produkini 

didasarkan pada prinsip jual beli yang dalam istilah fiqh islam disebut 

bai’al- Murābaḥah sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh adalah 

menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang 

disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan Murābaḥah berdasarkan 

hukum positif ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum berdasarkan 

prinsip Syariah, dan kemudian diperbaharui dengan peraturan Bank 

Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank umum yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/Dir.
28

 

Murābaḥah memiliki beberapa fungsi, Murābaḥah memberi 

banyak manfaat kepada bank syariah yaitu adanya keuntungan yang 

muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada 

nasabah. Selain itu, sistem pembiayaan Murābaḥah juga sangat 

                                                             
27  Buku II Tentang Akad Bab 1 Ketetntuan Umum Pasal 20 Ayat (6) Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah. 

 
28

 Tri Setiady, “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan 

Hukum Islam” diakses pada tanggal 3 Juli- September 2014 Vol 8. (Indramayu: Universitas 

Wiralodra), hlm 528. 
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sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasi di bank 

syariah. Selain itu, dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang atau 

modal, meningkatkan daya guna suatu barang, meningkatkan peredaran 

dan lalu lintas uang, pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha 

masyarakat, pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi, sebagai 

jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional dan sebagai alat 

hubungan ekonomi internasional.
29

 

Tujuan pembiayaan akad Murābaḥah yaitu memberikan bantuan 

atau fasilitas agar nasabah dapat memiliki sebuah barang yang 

dibutuhkan oleh nasabah.
30

 Menurut AL Marghinani, tujuan dari 

Murābaḥah adalah untuk melindungi konsumen yang tidak berdaya 

terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen 

tersebut tidak memiliki keahlian untuk dapat melalukan jual beli. 

Seseorang yang tidak memiliki keterampilan untuk melakukan 

pembelian di pasar dengan cara musawamah, seyogyanya menghubungi 

seorang dealer Murābaḥah yang dikenal kejujuran nya dan membeli 

barang yang dibutuhkannya dari dealer tersebut dengan keuntungan. 

Dengan cara seperti ini, konsumen tersebut akan terpuas kan dan 

terlindungi dari kecurangan.
31

 Selain itu, profitability yaitu tujuannya 

untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih 

dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. 

Safety, yaitu keamanan dari fasilitas yang diberikan harus benar-benar 

terjamin sehingga tujuan profitabily dapat tercapai tanpa hambatan yang 

berarti.
32

 

2. Dasar Hukum Murābaḥah 

                                                             
29

 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema 

Insani, 2001), hlm. 102. 
30

 Rakhma Nurrozalina, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Kepemilikan 

Rumah pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK dan Akad Murabahah pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia Syari’ah (persero) Tbk. Cabang Purwokerto, Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No.2 

Edisi Oktober 2015 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, hlm. 162. 
31

 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya 

(Jakarta: Premedia Group, 2014), hlm. 226. 
32

 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking, hlm. 71. 
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Secara umum landasan atau dasar Murābaḥah berdasarkan Al-

Quran, Hadis, Pendapat ulama adalah sebagai berikut: 

a. Al-Quran 

QS. Al-Baqarah (2) : 275 

ًالٍمىسًِّ بَّطيويًالشَّيٍطَٰنيًمًنى كًىمىاًيػىقيوٍيـًالَّذًمًٍيػىتىخى ًيػىقيوٍميوٍفىًاًلَّ ًالرِّبَٰواًلى ًيىأٍكيليوٍفى ًًٓ  اىلَّذًيٍنى ذَٰلًكى
ًمىوٍعًظىةهًًٗ  جىاءۤىهًفىمىنًًٍٓ  كىاىحىلًَّاللٌَٰويًالٍبػىيٍعىًكىحىرَّىـًالرِّبَٰوآً  اًاًنََّّىاًالٍبػىيٍعيًمًثٍليًالرِّبَٰوآ  باًىنػَّهيمًٍقىاليوًٍ

ىًٗ  رَّبِّوًمِّنًٍ كىًًعىادىًًكىمىنًًٍٓ  ًاللٌَٰوًًًاًلىًًٓ  ٗ  كىاىمٍريهًٓ  سىلىفىًًمىاًٗ  فػىلىوًفىانػٍتػىهَٰ بيًًفىايكلَٰىِٕۤ ًاىصٍحَٰ
لًديكٍفىًًفًيػٍهىاًىيمًًٍٓ  ًالنَّارًً خَٰ  

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai mengambil riba, maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”. 

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah mempertegas legalitas dan 

keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep 

ribawi. 

QS. An-Nisa (4):29 

ًالَّذًم ًاَٰمىنيوٓ  يَٰػۤاىيػُّهىا ًتىآ  فى ًلى ًاىـٓ  كيليوٓ  ا ا اًلًًَّۤبىاطًلًًٓ  باًؿًٓ  نىكيمٓ  بىًًٓ  كىالىػكيمٓ  ۤۤ
ًتًىارىةنًعىنٓ  تىكيوًٓ  اىف ًمِّنًٓ  فى ًتىقًٓ  ًًٓ  كيمٓ  تػىرىاضو اًاىفٓ  تػيليوٓ  كىلى ًٗ  ًٓ  ػفيسىكيمٓ  ۤۤ

نـًٓ  رىحًيًٓ  بًكيمًكىافىًًاللٌَٰوىًًاًفًَّ  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali 
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dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

Kepadamu.” 

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di 

antara transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung 

bunga (ria) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional 

karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan 

Murābaḥah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena 

menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan 

untuk keabsahan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu 

perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang 

menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. 

b. Hadis 
ًناًعىبدٍيًالعىزيزًً ًحىدَّثى يۤمَّدو يـ ًناًمىركٍىافيًبنيً الوىليدًًالدِّمىشٍقًيًُّحىدَّثى ًناًالعىباسيًبنيً حىدَّثى

ٍۤدٍرمًَّ ًاؿٍ ىۤعٍتيًأباًسىعيدو ىۤ ًسً ًعىنًٍأبيوًًقاؿى ًۤ ًۤ ىدًينِّ ًالم ًعىنًٍدىاكيدىًبنًًصىالحو
يۤمَّدو يـ بنيً

ًرىسيً ًقاؿى قيوؿي عىنًٍتىًراضوًمىً ىۤاًالبًيعٍيً ٌۤ إفَّ عىليوًًٍكىسىلمىً ًاللوًًصىلَّىًاللويً وؿي    

Ibnu Majah- 2176  

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad 

Dimasqi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz 

bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari 

Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa‟id ia berkata, 

“Rasulullah Shallallahu‟alaihi wasallam bersabda: 

“sesungguhnya jual beli berlaku saling ridla”.
33

 

HR.Al-Baihaqi dan Ibnu Majah (Dari Abu Sa‟id al-Khudri bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 
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عًيٍدوً ًسى :ًًعىنًٍأبَىً ًقاىؿى ىۤ قًًكىسىلمَّ ىۤ ًىاللًِّعىلًمٍ ًرىسيوؿي ىۤ ًىاللًُّعىنويًأفَّ الٍْيدٍرمًًٍرىضًيى

ً.ً(ركاهًالبيهقيًكابنًحباف اضو ىۤ عيًعىنًٍترى ٍۤ لٍبيى    إنََّّاىً

ًً  Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” 

(HR.Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan nilai shahih oleh Ibnu Hibban). 

Hadis diatas menjelaskan bahwasannya segala bentuk jual beli 

termasuk Murābaḥah harus di lakukan suka sama suka. Hadis ini dapat 

dijadikan landasan syariah bagi jual beli terutama syarat jual beli 

Murābaḥah. 

c. Kaidah Ushul Fiqh 

صلًؼًاللمعاًملاًتًالإًباًحةًإلًأفًيدًؿًدليلًعليًتحرًيُحاالًْ  

Artinya: “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya.” 

Maksud dari kaidah ini adalah, bahwa dalam setiap transaksi 

muamalah pada dasarnya boleh, seperti halnya jual-beli, sewa-menyewa, 

kerjasama, dan lain sebagainna. Kecuali yang diharamkan seperti 

mengakibatkan kemadharatan seperti judi dan riba. Dari dasar hukum al-

Quran, al-Hadis dan Kaidah Fiqh maka diperbolehkannya Murābaḥah 

karena dasar hukum tersebut adalah dasar utama dari hukum islam. 

d. Ijma 

Selain Al-Qur‟an dan Hadis Rasulullah SAW yang dijadikan 

landasan sebagai dasar hukum Murābaḥah, maka ijma “ulama” juga dapat 

dijadikan acuan hukum Murābaḥah. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan Abdullah Syeed :”Al-Qur‟an tidak membuat acuan langsung 

berkenaan dengan Murābaḥah, walaupun ada beberapa acuan di dalam 

nya untuk menjual keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena 

nampak nya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur‟an atau 
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hadis yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan 

Murābaḥah berdasarkan landasan lain.
34

 

Menurut Imam Malik, Murābaḥah itu dibolehkan (mubah) dengan 

berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di 

Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah 

kota, dan mengambil nya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu 

kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi‟i mengatakan jika 

seorang menunjukan komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kamu 

beli buku untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”, 

kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan 

Marghinani seorang Fiqih Mazhab Hanafi membenarkan keabsahan 

Murābaḥah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalam 

nya. Demikian pula Nawawi dari Mazhab Syafi‟i, secara sederhana 

mengemukakan bahwa penjual Murābaḥah sah menurut hukum tanpa 

bantahan.
35

 

e. Qiyas 

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas‟ud membolehkan menjual barang 

mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk sepuluh 

dirham.
36

 

3. Rukun dan Syarat Murābaḥah 

Pendapat madzhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah 

unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri merupakan 

pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui 

pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari 

masing-masing pihak, sehingga unsur pokok yang membentuk akad itu 

hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul.  

Syarat keabsahan akad, rukun pertama yaitu adanya para pihak, 

dengan dua syarat terbentuknya yaitu tamyiz dan berbilang pihak, rukun 

kedua yaitu pernyataan kehendak dalam bentuk ijab dan qabul dan harus 

dicapai secara bebas tanpa paksaan, rukun ketiga yaitu objek akad yang 
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meliputi unsur penyempurna, yakni dapat diserahkan dan penyerahan tersebut 

tidak menimbulkan kerugian, juga objek harus dapat ditransaksikan. 

Dalam prinsip Syariah dikenal adanya rukun dan syarat akad yang 

akan menentukan keabsahan penyusunan kontrak Syariah. Ketentuan rukun 

dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian atau perikatan tertulis (kontrak) 

adalan ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad, dan rukun 

merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi yang akan mentukan 

terbentuknya akad. Dalam hukum islam untuk terbentuknya suatu akad 

(perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat 

akad. 
37

 

Rukun jual beli Murābaḥah yaitu penjual, adalah pihak yang 

membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh pemohon atau biasanya 

jika di perbankan disebut nasabah pembiayaan dengan sistem pembayaran 

yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasi nya pihak yang 

membiayai atau bank itu sendiri.
38

  Kedua, pembeli (Musytari) yaitu pembeli 

dalam pembiayaan Murābaḥah adalah nasabah yang mengajukan 

permohonan pembiayaan ke bank. Ketiga, Objek jual beli (Mabi‟) yaitu 

kegiatan yang dilakukan dalam permohonan pembiayaan Murābaḥah oleh 

sebagian besar pemohon atau nasabah terhadap barang-barang yang bersifat 

konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, 

mobil, motor dan sebagainya.
39

  Keempat, Harga (Tsaman) yaitu harga dalam 

pembiayaan Murābaḥah di analogi kan dengan pricing atau plafond 

pembiayaan. Kelima, Ijab Qabul harus disebutkan dengan jelas harus selaras 

baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati dan tidak 

mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi. 

Rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi adalah Ijab dan Qabul yang 

menunjukan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang 

menempati kedudukan ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 

empat rukum dalam jual beli yaitu penjual, pembeli sighat, serta barang atau 

sesuatu yang diandalkan.
40

  

Syarat dari jual beli Murābaḥah yaitu penjual memberitahu harga 

pokok kepada calon pembeli. Hal ini adalah logis, karena harga yang akan 

dibayar pembeli atau nasabah di dasarkan pada modal si pihak yang 

meminjamkan atau bank. Selanjutnya, akad pertama harus sah sesuai dengan 

rukun yang ditetapkan, akad harus bebas riba, penjual harus menjelaskan 

kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, penjual 
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harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya 

pembelian dilakukan secara hutang.
41

 

Menurut Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa di dalam transaksi 

Murābaḥah persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diketahuinya harga pokok, 

dalam jual beli Murābaḥah ini, penjual diharuskan untuk memberitahukan 

secara jelas harga pokok atau harga awal dari suatu barang yang akan dijual 

kepada pembeli untuk menghindari terjadinya transaksi yang tidak jelas 

(gharar) diantara kedua belah pihak. Kedua, diketahuinya keuntungan yang 

ditetapkan, pihak penjual ketika melakukan transaksi dengan pembeli 

diwajibkan untuk menjelaskan berapa dan bagaimana keuntungan yang akan 

ditetapkan dari barang yang dijual, dan hal itu merupakan unsur terpenting 

yang mengandung terjadinya transaksi yang saling rela (antaradin) diantara 

kedua belah pihak. Yang terakhir, harga pokok merupakan sesuatu yang 

dapat diukur, dihitung dan ditimbang dengan nilai, baik ketika terjadi 

transaksi jual beli yang pertama ataupun sesudahnya. 

Rukun di  dalam bank BRI syariah yaitu sama dengan pada umumnya. 

sedangkan Syarat dalam mengajukan pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI 

Syariah Purwokerto yaitu harus warga negara indonesia, pegawai atau 

karyawan tetap dengan masa kerja atau total masa kerja ditempat sebelumnya 

minimal 2 (dua tahun dari perusahaan atau institusi yang memiliki reputasi 

yang baik, serta memiliki penghasilan tetap. Profesional terbatas hanya untuk 

profesi kesehatan (dokter, dokter spesialis dan bidan). Usia minimal pada saat 

pembiayaan diberikan adalah 21 tahun dan pada saat jatuh tempo pembiayaan 

untuk karyawan adalah maksimum usia pensiun. Hasil track record BI 

Checking dan DHBI lancar. Tersedia aplikasi permohonan pembiayaan dari 

calon nasabah yang telah ditanda tangani oleh calon nasabah. Membuka 

rekening tabungan di bank BRI Syariah. Untuk total pembiayaan minimal 

Rp. 50 juta Rupiah wajib menyertakan NPWP pribadi. 

Rukun dan syarat menurut KHES yaitu dijelaskan dalam pasal 116 

penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati spesifikasinya. Penjual harus memberikan barang yang 

diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembeli ini harus bebas 

riba. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang 

kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Dalam pasal 117, pembeli 

harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam Murābaḥah pada 

waktu yang telah disepakati. Dalam pasal 121, penjual boleh meminta 

pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan dalam jual beli Murābaḥah.
42

 

4. Risiko dalam Murābaḥah 

Pembiayaan Murābaḥah punya beberapa konsep dalam melakukan 

transaksi bisa dengan pembayaran diawal atau cicil kemudian penyerahan 
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barang akan dilaksanakan. Dengan konsep pembayaran yang memakan 

waktu, terindikasi akan munculnya berbagai risiko, risiko itu timbul karena 

kenaikan direct competitor’s market rate (DCRM), kenaikan indirect 

competitor’s market rate (ICMR), dan kenaikan expectea competitivev return 

for investor (ECRI). Oleh karena itu bank perlu menentukan jangka waktu 

dalam pembiayaan Murābaḥah dengan pertimbangan tingkat keuntungan, 

prediksi perubahan satu bunga dan expektasi bagi hasil di dalam bank 

Syariah. 

Risiko yang harus dihindari yaitu Defaul atau Kelalaian seperti 

nasabah sengaja tidak membayar angsuran, turun naik harga secara fluktuasi 

ini terjadi apabila harga suatu barang di pasar naik setelah bank 

membelikannya untuk nasabah. Bank tidak boleh merubah harga jual beli 

tersebut. Selanjutnya,  penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa ditolak 

oleh nasabah karena berfungsi sebab, bisa jadi karena rusak dalam perjalanan 

sehingga nasabah tidak menerima, karena itu perlu dilindungi oleh asuransi. 

Kemungkinan lain nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda 

dengan yang ia pesan. Penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada 

si pembeli, pembayaran di tangguh kan.
43

   

Risiko memberi uang bukan barang, hal ini menunjukan bahwa jual 

beli Murābaḥah dilakukan dengan memberi uang bukan barang kepada 

anggotanya (nasabah). Sehingga tidak terjadi transaksi jual beli secara riil, 

yang kemudian akan mendekatkan praktek ini kepada praktek jual beli uang, 

bukan barang.
44

  Disebutkan juga di Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murābaḥah yang dinyatakan bahwa 

“Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan 

pembelian ini harus sah dan bebas riba”.
45

  Hal inilah yang menjadi 

kekhawatiran sekaligus mendorong sebagian ulama menyatakan bahwa 

praktek Murābaḥah merupakan tipu daya untuk pinjam meminjam uang 

dengan tambahan bunga (riba), dan hanyalah merupakan sebuah skema 

pinjam meminjam uang dan Lembaga keuangan Syariah mengambil 

tambahan bunga dari pinjaman tersebut.
46

  

Murābaḥah masih dipraktekan sebagai penyediaan dana atau 

peminjaman uang yang bertujuan untuk mencari keuntungan.  Hal ini di 

praktekan pada BMT yang menjadikan uang muka sebagai syarat jual beli 

Murābaḥah. Akan tetapi, uang muka di posisikan sebagai pengurang harga 
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awal, sehingga BMT mengambil keuntungan hanya dari uang yang 

dikeluarkan. Misalnya, nasabah bersedia memberikan uang muka sebesar 

30% sedangkan BMT bersedia memberikan pembiayaan terhadap sisanya 

yaitu 70 %. Kemudian, keuntungan BMT hanya diambil dari dana yang 

dijadikan pembiayaan yang sebesar 70% tersebut, bukan dari total harga awal 

barang yang menjadi objek jual beli Murābaḥah. Padahal, Murābaḥah 

merupakan jual beli dengan harga awal dengan tambahan (keuntungan).
47

 

Asymetric Information terjadi pada Murābaḥah ketika pihak penjual 

atau Lembaga Keuangan Syariah tidak memberikan informasi yang utuh 

kepada pembeli tentang keadaan barang yang dipesan termasuk berapa harga 

awal yang diperoleh dan berapa jumlah keuntungan diambil oleh Lembaga 

Keuangan Syariah. Hal ini merupakan hal yang prinsip (wajib) karena 

Murābaḥah termasuk dalam kelompok al-buyu‟ al-amanah yang berarti jual 

beli atas dasar kepercayaan.
48

  

Penetapan biaya administrasi, biaya administrasi termasuk biaya 

yang ditanggung oleh nasabah.
49

  Karena nya termasuk dalam harga 

perolehan atau harga awal. Karena ditanggung oleh nasabah, maka nasabah 

harus mengetahui berapa dan apa saja pengeluaran untuk biaya administrasi. 

Hal ini diharuskan agar dapat terjadi keseimbangan dan kesesuaian antara 

biaya administrasi yang dibayarkan dengan biaya yang riil dibutuhkan untuk 

mendukung transaksi Murābaḥah tersebut. Selain itu, karena prinsip jual beli 

Murābaḥah adalah jual beli yang bersifat amanah atau atas dasar 

kepercayaan, maka pemberian informasi dan rincian biaya administrasi yang 

riil dan jelas menjadi suatu hal yang mutlak untuk menjaga keabsahan 

transaksi Murābaḥah. 

Bangkrut dalam Murābaḥah, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan 

gagal menyelesaikan hutangnya, bank Lembaga Keuangan Syariah harus 

menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali atau 

berdasarkan kesepakatan.
50

  

Risiko dalam KHES dapat diselesaikan, yaitu penjual dapat melakukan 

konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi 

pembiayaan Murābaḥah nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. 

Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada 

pembeli dalam akad Murābaḥah yang telah melakukan kewajiban 

pembayaran cicilannya dengan teapt waktu dan pembeli yang mengalami 
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penurunan kemampuan pembayaran. Besar potongan dimaksud diserahkan 

pada kebijakan penjual. Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali 

tagihan Murābaḥah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan 

jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan tidak menambah 

jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan 

kembali adalah biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan 

kesepakatan para pihak. Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk 

menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad Murābaḥah. 

Lembaga keuangan syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad 

baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan 

Murābaḥah sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat 

yang bersangkutan masih prospektif. Akad Murābaḥah dapat diselesaikan 

dengan cara menjual objek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan 

harga pasar, atau nasabah melunasi sisa hutangnya kepada Lembaga 

Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad. Apabila hasil penjualan 

obyek akad Murābaḥah melebihi sisa hutang, maka kelebihan itu 

dikembalikan kepada peminjam atau nasabah. Apabila hasil penjualan lebih 

kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang 

harus dilunasi berdasarkan kesepakatan. Apabila salah satu pihak konversi 

Murābaḥah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi 

perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui shulh atau pengadilan.
51

 

Meminimalisir risiko operasional perlu kebijakan dan pemantauan 

pelaporan atas risiko operasional yang signifikan guna mendapat perhatian 

dan Tindakan dari jajaran manajemen. penerapan metodologi risiko 

operasional dan memasukan unsur manajemen risiko operasional bagi 

kegiatan sehari-hari. Berbagai kebijakan tambahan dapat disusun oleh divisi 

yang melaksanakan fungsi manajemen risiko operasional. Manajemen risiko 

operasional dilaksanakan pada seluruh aktivitas yang berkaitan operasional 

secara terintegrasi dalam suatu system pengelolaan risiko yang akurat dan 

komprehensif.  

Antisipasi risiko pembiayaan Murābaḥah yaitu bank harus memiliki 

kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko hukum secra tertulis 

yang disesuaikan dengan strategi usaha bank. Prosedur untuk mengendalikan 

risiko hukum tersebut harus disetujui oleh direksi dan dikomunikasikan 

kepada seluruh jenjang organisasi sehingga prosedur tersebut dpat diterapkan 

secara efektif. Bank harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis 

aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Bank harus memiliki satuan 

kerja atau kelompok petugas yang berfungsi sebagai legal wacth untuk 

menyediakan analisis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang 

organisasi. Bank harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh 

pegawai pada setiap organisasi guna meningkatkan kepatuhan kepada 
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ketentuan intern maupun ekstern. Bank harus menerapkan sanksi secara 

konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan 

penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan ektern dan intern serta 

kode etik internal bank. Bank harus melakukan evaluasi dan pengkinian 

kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala, sesuai 

dengan perkembangan eksternal dan internal bank, seperti perubahan 

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
52

 

5. Pengawasan Pembiayaan Murābaḥah 

Pengawasan yang dilakukan pada pengelolaan pembiayaan 

Murābaḥah adalah dengan menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat 

menyeluruh (multi layers control), dengan tiga prinsip utama menurut Zainat 

Arifin yaitu, prinsip pencegahan dini (early warning system) pencegahan dini 

adalah tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang 

dapat merugikan Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan, atau 

terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat. Prinsip pengawasan 

melekat (bilt in control), pengawasan melekat, dimana bagian pembiayaan 

melakukan pengawasan sehari-hari untuk mengawasi bahwa pembiayaan 

telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan-

ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan. Prinsip pemeriksaan 

internal (internal audit), pemeriksaan internal merupakan upaya lanjutan 

dalam pengawasan pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan 

dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah 

memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan 

yang berlaku dalam pembiayaan. 

Jenis pengawasan pembiayaan Murābaḥah. Ada beberapa cara yang 

dilakukan bank Syariah dalam mengawasi pembiayaan Murābaḥah nya yang 

beredar. Tiga konsep penting sebagai dasar control yaitu pertambahan risiko 

pembiayaan bisa dibatasi dengan memperpendek jangka waktu pembiayaan 

Murābaḥah, informasi di persiapkan oleh perusahan harus sedemikian rupa, 

hingga pihak bank akan selalu dapat mengawasi munculnya kesukaran uang 

sedini mungkin, dalam peristiwa kesukarang uangbank mengusahakan dapat 

melaksanakan opsi untuk menarik pembiayaan Murābaḥah tersebut.  

Terdapat dua cara pengawasan, yaitu secara administratif yang 

dilakukan di bank dan secara fisik dengan melakukan pemeriksaan kepada 

penerima peminjam. Pertama, pengawasan secara administrative (on desk 

monitoring) merupakan pengawasan yang dilaksanakan menggunakan segala 

informasi yang tersedia, baik catatan yang tersedia atau informasi lainnya. 

Misalnya mengawasi rekening koran, rekening pembayaran angsuran, 

laporan keuangan peminjam. Data-data administrasi yang dimonitor oleh 

bank adalah dari kegiatan nasabah dan sendiri seperti anggaran dan rencana 

kerja perusahaan nasabah, financial statement (nerasaca, 4R, sumber atau 
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penggunaan dana), laporan-laporan perkembangan perusahaan, laporan-

laporan produksi, pembelian, pemasaran, penjualan, persediaan barang, 

piutang atau utang, biaya dan sebagainya dan dokumen serta pengikatan-

pengikatan jaminan, plafond dan saldo debit fasilitas pembayaran serta 

mutasinya, jenis dan jangka waktu angsuran, mutu pembiayaan yang 

tergambar dalam kolektabilitasnya. Kedua, pengawasan secara fsik (on Site 

Monitoring) merupakan pengawasan yang dilakukan dengan melakukan 

kunjungan langsung ke lokasi usaha, lokasi jaminan, atau tempat lain yang 

ada kaitannya dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Pengawasan ini 

dapat dilaksanakan secara berkala atau incidental  sesuai dengan 

kebutuhannya. Pengawasan ini dapat dilaksanakan dengan cara incidental  

umumnya dilakukan apabila terjadi penurunan aktivitas keuangan yang 

tampak pada rekening koran. 
53

 

B. Tinjauan umum tentang Perhitungan Margin Pembiayaan Murābaḥah 

1. Pengertian Margin Pembiayaan Murābaḥah 

Pengertian margin berdasarkan kamus Bahasa Indonesia pusat 

Bahasa adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan 

harga jual di pasar. Secara tersirat, Karim mendefinisikan margin sebagai 

keuntungan yang disepakati dari akad Murābaḥah, berikut kutipannya 

“Murābaḥah adalah
 
akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli.
54

 Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat 

dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode 

yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh 

dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan tidak saling 

tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan 

pemegang saham atau pemegang-pemegang rekening investasi tak 

terbatas dan yang setara dengan nya.
55

 

Menurut Bambang Riyanto Profit Margin yaitu perbandingan antara 

Net operating income dengan net sales perbandingan dimana dinyatakan 

dalam  presentase. Menurut Sutrisno profit margin merupakan 
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kemampuan penjualan yang dicapai. Menurut Sofyan Syafri Harahap 

margin merupakan angka yang menjukan berapa besar persentase 

pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar 

rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba cukup tinggi.
56

Margin keuntungan adalah 

perbandingan antara net operating income dengan net sales.
57

  

Margin menurut Bank BRI Syariah Purwokerto pendapatan yang 

diterima oleh pihak bank syariah.
58

 Margin tidak dijelaskan dalam 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena margin merupakan 

sebuah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak, yaitu 

antara pihak bank dan nasabah. Di dalam KHES pihak penjual atau bank 

dalam Murābaḥah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli 

atau nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.
59

 

Unsur- unsur margin Murābaḥah yaitu terdiri dari beberapa 

komponen. Pertama, ekspektasi bagi hasil yaitu rata-rata bagi hasil yang 

lalu, yang diberikan oleh bank Syariah kepada pemilik dana ditambah 

dengan kenaikan yang diharapkan dan lebih akurat apabila dana ini 

merupakan gabungan dari rata-rata apabila data ini merupakan gabungan 

dari rata-rata bagi hasil dari beberapa bank. Kedua, overhead cost 

merupakan rata-rata beban overhead riil yang lalu, meliputi antara beban 

promosi, beban administrasi, beban perosonilia dan beban ini termasuk 

bagi hasil yang dibayarkan kepada nasabah (bagi hasil yang dibayarkan 

bukan beban bank Syariah). Ketiga, keuntungan merupakan keuntungan 

normal yang layak yang diharapkan oleh bank Syariah dan keuntungan 

ini bukan normal yang layak yang diharapkan oleh bank Syariah dan 

keuntungan ini bukan spread seperti yang dilakukan bank konvensional. 
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Keempat, premi resiko yaitu jika risk cost untuk menutup kegagalan 

nasabah yang tidak membayar (PPAP), maka nasabah yang lancer harus 

dikembalikan (bukan sebagai pendapatan bank Syariah).
60

 

Murābaḥah dalam fatwa Dewan Syarah Nasional (DESN-MUI) No. 

04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murābaḥah. Dijelaskan bahwa 

masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank 

berdasarkan pada prinsip jual beli, dalam rangka membantu masyarakat 

guna melangsugkan dan meningkatkan kesejahteraan, bank Syariah perlu 

memiliki fasilitas Murābaḥah. Oleh karena itu, DSN-MUI memandang 

perlu meetapkan fatwa tentang Murābaḥah untuk dijadikan pedoman 

oleh bank Syariah. adapun fatwa tersebut berisi ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut :
61

 

a. Ketentuan umum Murābaḥah dalam bank Syariah 

b. Ketentuan Murābaḥah kepada masyarakat 

c. Ketentuan jaminan dalam Murābaḥah 

d. Ketentuan utang dalam Murābaḥah 

e. Ketentuan penundaan pembayaran dalam Murābaḥah 

f. Ketentuan bangkrut dalam Murābaḥah 

Fatwa DSN-MUI No/13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang muka 

dalam Murābaḥah. Terkait dengan permintaan pembiayaan Murābaḥah 

kepada Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah 

tersebut dapat meminta uang muka untuk menunjukan kesungguhan 

nasabah. Adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan uang muka dalam 

Murābaḥah diatur lebih lanjut dalam fatwa DSN-MUI No.13/DSN-

MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam Murābaḥah, sebagai berikut:
62

 

a. Dalam akad pembiayaan Murābaḥah, Lembaga keuangan Syariah 

(LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah 

pihak bersepakat. 
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b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

c. Jika nasabah membatalkan akad Murābaḥah, nasabah harus 

memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 

d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat 

meminta tambahan kepada nasabah. 

e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 

mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 

Fatwa DSN-MUI No.18/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon 

Murābaḥah. Salah satu prinsip dasar dalam Murābaḥah adalah 

penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) 

pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai 

dengan kesepakatan, dalam praktiknya penjual dalam hal ini LKS 

terkadang memperole potongan harga (diskon) dari penjual pertama 

(supplier), dengan adanya diskon timbul pemasalahan, apakah diskon 

tersebut menjadi hak penjual LKS sehingga harga penjualan kepada 

pembeli (nasabah) menggunakan harga sebelum diskon, ataukah 

merupakan hak pembeli (nasabah) sehingga harga penjualan kepada 

pembeli (nasabah) menggunakan harga setelah diskon. Untuk 

mendapatkan kepastian hukum, sesuai dengan prinsip Syariah, tentang 

status diskon dalam transaksi Murābaḥah tersebut, DSN memandang 

perlu menetapkan fatwa tentang potongan harga (diskon) dalam 

Murābaḥah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Berikut ketentuannya:
63

 

a. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati 

oleh kedua belah pihak, baik sama dengan jilai (qimah) benda yang 

menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. 

b. Harga dalam jual beli Murābaḥah adalah harga beli dan biaya yang 

diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 

c. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon 

tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat di dalam 

akad. 
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d. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan 

dan ditanda tangani. 

2. Penetapan Margin Pembiayaan Murābaḥah 

Penetapan margin keuntungan yakni akad bisnis yang memberikan 

kepastian pembayaran, baik dari segala jumlah (amount) maupun waktu 

(timing), seperti pembiayaan Murābaḥah, Ijarah, Ijarah muntahia bit 

tamlik, salam, istisnhna.
64

 Metode penetapan margin yaitu: mark-up 

pricing adalah penentuan tingkat harga dengan me-mark-up biaya 

produksi komoditas yang bersangkutan. Target-Retrun Pricing adalah 

harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat retrun atas 

besarnya modal yang di investasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal 

dengan Retrun On Invesment (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan 

menentukan berapa retrun yang akan diharapkan atas modal yang di 

investasi kan. Received-Value Pricing adalah penentuan harga dengan 

tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual 

didasarkan pada harga produk pesaing, dimana perusahaan melakukan 

penambahan bahan atau perbaikan untuk meningkatkan kepuasan 

pembeli. Value Pricing adalah kebijakan harga yang kompetitif atas 

barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan”ono rego ono rupo” 

artinya barang yang baik pasti harganya mahal. 

DSN MUI telah menerbitkan fatwa mengenai penetapan margin  

keuntungan dalam pembiayaan Murābaḥah di bank syariah. Dalam 

Fatwa DSN MUI Nomor 84 diketahui bahwa ada dua jenis metode 

perhitungan margin keuntungan pembiayaan Murābaḥah yang dilakukan 

dengan mengangsur. Berikut bunyi fatwa nya :”Pengakuan keuntungan 

al-tamwil bi al- Murābaḥah (pembiayaan Murābaḥah) dalam bisnis yang 

dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, boleh dilakukan secara 

proposional dan secara anuitas selama sesuai dengan urf (kebiasaan) 

yang berlaku di Lembaga Keuangan Syariah”. Metode pengakuan 

keuntungan dalam akad Murābaḥah
 
tidak diatur dalam dalil khusus baik 
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berupa ayat al-Quran maupun Sunnah, karenanya metode pengakuan 

keuntungan Murābaḥah
 
termasuk maskuy anha (tidak diatur dalam fiqh), 

sehingga dalilnya dikembalikan pada prinsip atau pokok sebagai hukum 

aslah dalam muamalat, yaitu boleh (mubah) sepanjang ada dalil syar‟i 

dan urf (kebiasaan) yang sah. Hal tersebut berlaku pula untuk penetapan 

tingkat margin keuntungan, dalam artian bahwa penjual atau pihak 

Lembaga Keuangan Syariah boleh menetapkan berapapun tingkat margin 

keuntungan asal kan tidak bertentangan dengan yang biasa ditetapkan 

oleh pedagang lain atau lembaga keuangan syariah lain. dengan kata lain, 

tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan penjualan (Murābaḥah
 

).
65

 

Secara umum penetapan margin keuntungan produk Murābaḥah pada 

bank syariah menggunakan indikator yang hampir sama semua. Adapun 

indikator yang digunakan yaitu: cost of fund yaitu biaya dana simpanan 

nasabah (bagi hasil yang harus dibagikan) biaya dana yang harus 

dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas, biaya overhead 

yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam 

proses penghimpunan dana, yang meliputi beban promosi, personalia dan 

beban administrasi dan profit target yang diinginkan dengan 

mempertimbangkan tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi risiko, 

spread, dan cadangan piutang tertagih. Indikator ini semua menjadi 

landasan dasar dalam penetapan tingkat margin keuntungan Murābaḥah 

pada bank syariah.
66

 

Penetapan harga jual, setelah memperoleh referensi margin 

keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah 
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penjumlahan harga beli atau harga pokok atau harga perolehan bank dan 

margin keuntungan.
67

 

Penetapan Margin dalam KHES tidak dijelaskan, di dalam KHES 

tidak ada aturan-aturan yang membahas tentang penetapan margin 

keuntungan pembiayaan Murābaḥah, sehingga BRI Syariah Purwokerto 

dalam menetapkan margin keuntungan pembiayaan Murābaḥah mengacu 

kepada konteks akad jual beli dan teori penetapan margin yang juga 

dipakai oleh bank-bank lainnya.  

Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka 

penetapan margin di Bank BRI Syariah Purwokerto adalah boleh. Karena 

pada prinsipnya ketika belum ada peraturan tertulis yang mengatur 

tentang suatu hal, maka hukumnya boleh selama tidak keluar dari 

prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini memang pada 

KHES belum di tetapkan tentang penetapan margin sehingga bank 

menentukan sendiri jumlah margin keuntungannya dengan tetap mengacu 

kepada ketentuan teori penetapan margin yang sudah ada.
68

 

Kebijakan margin pembiayaan Murābaḥah diartikan sebagai 

pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjamin atau pernyataan 

tertulis. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan 

profit margin yaitu, pertama Komposisi Pendanaan yaitu bagi bank 

syariah yang pendanaan nya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan 

tabungan, yang notabane nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan. 

Maka penentuan keuntungan (margin) akan lebih kompetitif jika 

dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito. 

Kedua, tingkat persaing, jika tingkat pesaing komposisi ketat, porsi 

keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat komposisi masih longgar 

bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi. Ketiga, risiko 
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pembiayaan yaitu untuk pembiayaan pada sektor yang lebih tinggi 

dibanding yang berisiko sedang apalagi kecil. Keempat, jenis nasabah 

yaitu yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi 

nasabah prima, misalkan usahanya besar dan kuat bank cukup 

mengambil keuntungan tipis. Sedangkan untuk pembiayaan kepada para 

nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi. Kelima, kondisi 

perekonomian, yaitu siklus ekonomi yang meliputi kondisi revival, 

boom/ peak-puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian secara umum 

berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka 

bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih 

longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak 

merugi pun sudah bagus keuntungan sangat tipis. Keenam, tingkat 

keuntungan yang diharapkan bank, secara kondisional hal ini terkait 

dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga risiko 

atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur 

dimaksud. Namun demikian, apa pun kondisinya serta apa pun debitur 

nya, bank bank dalam operasional nya, setiap tahun tentu telah 

menetapkan beberapa besar keuntungan yang dianggarkan. Anggaran 

keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan 

besarnya margin untuk bank.
69

 

Kebijakan penentuan margin di Bank BRI Syariah Purwokerto, 

penentuan besaran margin pembiayaan Murābaḥah nya ditentukan 

berdasarkan standar penentuan dari bank yakni dari jumlah plafond 

pengajuan pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Selain itu, 

ada jaminan serta karakter calon nasabah pembiayaan. Pemberian margin 

pembiayaan Murābaḥah yang diberikan bank kepada nasabah dapat 

dinegosiasi dan diberlakukan nya tawar menawar sesuai kesepakatan 

antara pihak bank selaku penjual dan pihak nasabah selaku pembeli. 
70
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3. Perhitungan Margin Pembiayaan Murābaḥah 

Perhitungan margin Murābaḥah terdapat rumus yang berkaitan yaitu 

menentukan harga jual bank: Harga jual bank = harga beli bank + (jangka 

waktu x cost recovery ) + margin.  menentukan cost recovery CR = (Nilai 

pembiayaan)/(total pembiayaan) x estimasi biaya operasi 1 tahun. 

Menentukan margin yaitu Margin = Presentasi x Pembiayaan bank. 

Contoh : CV adyaksa melakukan negoisasi pada 1 April 2020 dengan 

bank Amanah Syariah untuk memperoleh fasilitas Murābaḥah dengan 

pesanan untuk pembelian Mobil dengan rician sebagai berikut: 

 Harga Barang                     : Rp. 150 juta 

 Uang Muka                        : Rp. 15 juta (10% dari harga barang) 

 Pembiayaan oleh Bank     : Rp. 135 juta 

 Margin                                : Rp. 27 juta (20% dari pembiayaan 

margin)  

 Harga Jual                          : Rp. 177 juta (harga barang plus margin) 

 Jumlah Bulan Angsuran     : 24 bulan 

 Biaya Adminitrasi              : 1 % dari pembiayaan oleh bank 

 Cara perhitungan angsuran : 

Angsuran bulanan = jumlah piutang – uang muka  

                                      Jangka waktu angsuran 

Misalkan data Murābaḥah dengan kasus di atas, di mana jumlah piutang 

Rp. 177 juta, uang muka Rp. 15 juta, Jangka waktu 24 bulan. Maka 

angsuran per bulan dapat di hitung : 

Angsuran perbulan = Rp. 177.000.000 – Rp. 15.000.000 

                                                              24 

                               = Rp. 6.750.000 

Cara perhitungan pendapatan margin 

Pendapatan margin = total margin     X  100 % 

                                    Piutang bersih 

                                 = Rp. 27.000.000 X 100 % 
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                                    Rp. 177.000.000 

                                 = Rp. 15.25423 % 

Jadi, pendapatan margin perbulan sebesar Rp. 1.029.660,- (6.750.000 x 

15.25423%) 

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, maka berlanjut ke 

penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli atau harga 

pokok atau harga perolehan bank dan margin keuntungan. Angsuran harga jual 

terdiri dari angsuran harga beli atau harga pokok dan angsuran margin 

keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat 

yaitu metode margin keuntungan menurun, margin keuntungan rata-rata, 

margin keuntungan flat, margin keuntungan annuitas.  

Metode perhitungan margin keuntungan menurun merupakan perhitungan 

margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga 

pokok sebagai akibat adanya angsuran atau cicilan harga pokok, jumlah 

angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) yang dibayar nasabah setiap 

bulan semakin menurun. Contoh: 

a. Nasabah dengan Plafond, PLFN = Rp. 100.000.000.00 

b. Jangka waktu pembiayaan 1 tahun 

c. Tingkat margin keuntungan setahun. MRJ = 16% maka jadwal 

angsuran pembiayaan adalah: 

d. Angsuran harga pokok perbulan, APPB = (PLFN/12) = Rp. 

8.333.333.33 

e. Pencairan 15-11-2020 sejumlah Rp. 100.000.000.00 

No. Tanggal Pokok Margin Keu1ntungan 

1. 15-12-2020 APPB ((PLFN-((NO-1)*MRJ)/12 

2.  15-01-2021 APPB ((PLFN-((NO-1)*MRJ)/12 

3. 15-02-2021 APPB ((PLFN-((NO-1)*MRJ)/12 

12. 15-12-2021 APPB ((PLFN-((NO-1)*MRJ)/12 

Jadi untuk menghitung angsuran ke 2 maka:  

APPB = Pokok = Rp. 8.333.333.33 

((PLFN-((NO-1)*MRJ)/12 = Margin Keuntungan : 
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((100.000.000-((2-1)*8.333.333.33))*0,16)/12 

= Rp. 1.222.222.22  

Angsuran harga pokok  : Rp. 8.333.333.33 

Angsuran margin keuntungan : Rp. 1.222.222.22  

     Rp. 9. 555.555.55 

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang 

perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga poko dan margin 

keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan. Contoh: 

a. Nasabah dengan plafond, PLFN = Rp. 100.000.000,00 

b. Jangka waktu pembiayaan dalam bulan JWK = 12 atau 1 tahun 

c. Tingkat margin keuntungan setahun, MRJ = 16% 

d. Pencairan 15-11-2020 sejumlah Rp. 100.000.000,00 

e. Angsuran harga pokok perbulan APPB = PLFN/12 (1 Tahun-12 bulan) 

f. Margin keuntungan = (JWK+1)/(2*JWK))*PLFN*(MRJ/12) 

Maka rumusnya adalah: 

Angsuran (1) = harga pokok (1) + margin keuntungan (i), untuk 1 = 1 

s/d JWK 

Angsuran harga pokok (i) = APPB = 100.000.000/12 = Rp. 

8.333.333,33 angsuran margin (JWK+1)/ (2*JWK)*PLFN*(MRJ/12)  

Keuntungan (i) = (12+1)/(2*12))*100.000.000*(0,16%/12) = Rp. 

720.000,00 

Total =Rp. 9.053.333,33  

Metode margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan 

terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke 

periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari 

adanya angsuran harga pokok. Contoh: 

a. Nasabah dengan plafon, PLFN = Rp. 100.000.000,00 

b. Jangka waktu pembiayaan dalam bulan JWK = 12, atau 1 tahun 

c. Tingkat margin keuntungan setahun, MRJ = 16% 

d. K = Angsuran ke 1,2,3, ... 

Maka jadwal angsuran pembiayaan adalah sebagai begikut: 
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e. Pencairan 15-12-2020 sejumlah Rp. 100.000.000,00 

f. APPB (k) = harga pokok (k) = PLFN/JWK 

g. APMB (k) = margin keuntungan (k) = (PLFN/JWK)*(MRJ/12) 

Maka angsuran ke (5) : 

Angsuran harga pokok (5) = (Rp. 100.000.000 / 12 ) = Rp. 

8.333.333,33 

Angsuran margin keuntungan (5)  

= (100.000.000/12)*(0,16/12) = Rp. 444.444,44 

Total = Rp. 8.777.777,77 

Metode margin keuntungan anuitas adalah margin keuntungan yang 

diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu 

cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan 

margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola 

angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang 

semakin menurun 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aron Kuncoro selaku 

Manager bank BRI Syariah Purwokerto. Perhitungan margin pembiayaan 

Murābaḥah di bank BRI Syariah Purwokerto tidak menggunakan ketiga 

metode tersebut. Yakni, metode flat, menurun dan anuitas. Prosentase 

penentuan perhitungan margin Murābaḥah ditentukan oleh pengurus, dewan 

syariah dan pengelola. Adapun rumus sederhana untuk mengetahui total 

angsuran pokok pembiayaan dan margin keuntungan yaitu sebagai berikut :
71

 

Jumlah angsuran   = Pokok + margin keuntungan 

Pokok    = plafon/jangka waktu 

Margin keuntungan = plafon X prosentase margin 

Berbeda dengan BRI Syariah Purwokerto, dalam perhitungan margin tidak 

menggunakan rumus diatas, tetapi setiap besaran margin sudah ditetapkan dan 

prosentase besaran margin dilihat dari pendapatan nasabah dan kesepakatan 

nasabah. Untuk harga margin ditetapkan sebesar Rp. 39.143.030,56 
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 Wawancara dengan Aron Kuncoro, Marketing Manager di Bank BRI Syariah 

Purwokerto. 21 Desember 2020. 
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Contoh simulasi perhitungan margin pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI 

Syariah Purwokerto 

Harga Beli   : Rp. 200.000.000,00 

Margin Jual Beli   : Rp. 39.143.030,56 

Harga Jual Sebelum UM : Rp. 239.143.030,56 

Uang Muka  : Rp. - 

Harga Jual setelah UM : Rp. 239.143.030,56 

Jangka Waktu : 36 Bulan 

Angsuran per-bulan :  Rp. 6.642.861,96 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penulisan yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan atau 

field research adalah suatu penulisan yang dilakukan dalam kehidupan 

sebenarnya.
72

 Di dalam penulisan ini penulis ingin mengetahui 

perhitungan margin pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI Syariah 

Purwokerto perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.  

B. Penentuan Lokasi Penelitian 

Penulisan ini mengambil lokasi penulisan di Bank BRI Syariah 

Purwokerto yang beralamat di Jl. Karang Kobar No.42, Karangkobar, 

Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa 

Tengah 53115. penulis juga ingin meneliti perbandingan perhitungan 

margin pembiayaan  Murābaḥah. 

C. Sember Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau 

sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber. 

Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun bentuk 

file-file
73

 Data primer merupakan data yang di peroleh dengan 

melakukan survei lapangan menggunakan metode pengumpulan 

data.  Dalam penulisan ini sumber data primernya yakni data yang 

diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informasi manajer dan 

karyawan serta anggota pada pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI 

Syariah Purwokerto. Kemudian melalui wawancara dengan pihak 

yang bersangkutan mengenai pelaksanaan pengawasan pada 

pembiayaan Murābaḥah sebagai upaya meningkatkan pembiayaan 

di Bank BRI Syariah Purwokerto. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penulisan yang 

diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara 

(dicatat dan diperoleh dari pihak lainnya). Data sekunder umumnya 

berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah 

tersususn dalam arsip (data dokumenter) dengan cara di 

publikasikan maupun tidak dipublikasikan.
74

  

D. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum 

empiris, artinya dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat 

hukum yang nyata atau fakta sosial yang sesuai dengan kenyataan 

hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum yang berparadigma sebagai 

fakta sosial yang mana hukumnya di eksplorasi dari proses interaksi 

hukum di masyarakat. Dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat 

kepatuhan bank terhadap hukum. Pendekatan hukum ini dimaksud 

untuk memahami gejala hukum yang akan diteliti di bank BRI Syariah 

Purwokerto Purwokerto yang berhubungan dengan perhitungan margin 

pada pembiayaan Murābaḥah. 

E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak bank BRI Syariah 

Purwokerto. Sedangkan objek penelitian ini penulis telah meneliti 

mengenai perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai 

perhitungan margin pembiayaan Murābaḥah. 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk 

diteliti maupun diharapkan memberikan informasi terhadap 

permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan.
75

 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 2 orang nasabah dan  6 
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pegawai (Awang Haryono sebagai Costomer Service, Iqomah Nur 

sebagai Teller, Aron Kuncoro sebagai Marketing Manager, Adit 

Pandu sebagai Marketing Murabahah, Rizki sebagai General 

Affairs). 

2. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 

perhitungan margin dan mekanisme pembiayaan Murābaḥah di 

Bank BRI Syariah Purwokerto. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yaitu suatu penggalian data dengan cara 

mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat. Observasi 

yang bertujuan perhitungan margin pada pembiayaan Murābaḥah 

yang menjadi sumber data.
76

  Observasi merupakan alat 

pengumpulan data yang banyak digunakan untuk mengukur 

tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat 

diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan. 

Teknik pelaksanaan observasi dapat dilakukan secara langsung 

yaitu pengamatan berada langsung Bersama objek yang metode 

pengumpulan data dan pengamatan dan pencatatan suatu objek 

yang diselidiki atau tidak langsung yakni pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang 

diselidiki.
77

 Dalam hal ini penulisan langsung ke lapangan yakni di 

Bank BRI Syariah Purwokerto. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti. Anggapan yang 

perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview 
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adalah bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu 

tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek 

kepada penulis adalah benar dan dapat dipercaya, bahwa 

interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

penulis kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan 

oleh penulis.
78

 

Pada metode ini, penulis melakukan wawancara dengan 

mengadakan tanya jawab dan tatap muka langsung maupun dengan 

media sosial dengan para pihak yang terkait dengan pengambilan 

data tentang pembiayaan Murābaḥah yaitu dengan bapak Aron 

Kuncoro selaku Marketing Manager yang menjelaksan semua alur 

pembiayaan  di Bank BRI Syariah Purwokerto dan Rizki Farianti 

sebagai general affairs yang memberitahu tentang bank BRI 

Syariah Purwokerto, dengan adanya keterbatasan dalam 

mewawancarai mengenai pembiayaan Murābaḥah yang 

diakibatkan adanya musibah covid-19 dan dari pihak bank BRI 

Syariah juga melakukan pembatasan pertemuan dengan banyak 

orang, penulis hanya bisa mewawancarai manager dan general 

affairs terkait dengan pengambilan data dan hal-hal yang 

dibutuhkan penulis perihal pembiayaan Murābaḥah  di bank BRI 

Syariah Purwokerto. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen rapat, lengger agenda dan lain sebagainya. Metode ini 

untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan 

pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun 

keterangan yang terkait dengan penulisan penetapan margin 

keuntungan pembiayaan Murābaḥah.
79

 Pada metode ini penulis 
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mengumpulkan data yang berupa dokumen-dokumen yang 

dianggap menunjang dan relevan dengan permaslahan yang telah 

diteliti yaitu perhitungan margin pada pembiayaan Murābaḥah di 

bank BRI Syariah Purwokerto. 

G. Metode Analisa Data 

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis 

secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. 
80

  

Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran 

mengenai objek penulisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki.
81

 

Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode 

deskriptif dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif yaitu metode 

yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan hasil 

penulisan mengenai fakta yang terjadi pada analisis pelaksanaan akad 

pembiayaan Murābaḥah terhadap perhitungan margin pada Bank BRI 

Syariah Purwokerto. Pola pikir induktif yaitu pola pikir yang digunakan 

untuk menyatakan fakta-fakta atau kenyataan di lapangan yaitu adanya 

Pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI Syariah Purwokerto  
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BAB IV 

PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BRI SYARIAH PURWOKERTO 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  

A. Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah Purwokerto  

Untuk mengetahui hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih 

dahulu diberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi 

penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penulis akan menguraikan secara 

berturut-turut mengenai letak, luas serta keadaan geografi Bank BRI Syariah 

Purwokerto. 

1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah Purwokerto 

BRI Syariah merupakan salah satu dari tiga bank syariah terbesar 

di Indonesia. Dengan pertumbuhan aset yang cukup pesat serta jumlah 

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga yang besar semakin 

mengukuhkan keberadaan BRI syariah di Indonesia.
82

 Dengan 

berkembangnya BRI Syariah, terbentuklah banyak cabang di banyak 

daerah di Indonesia, salah satunya di Jawa Tengah yang tersebar di 

beberapa kota, seperti Banyumas, Cilacap, Purwokerto, dan lainnya. Di 

purwokerto Berawal dari akuisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan 

ijin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 

no.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka tanggal 17 November 2008 Bank 

BRI Syariah secara resmi beroperasi, Bank BRI Syariah merubah kegiatan 

usaha yang semula beroperasional secara konvensional, menjadi kegiatan 

perbankan berdasarkan prinsip syariah islam. Pada saat itu bank BRI 

syariah Purwokerto diresmikan oleh Direktur Utama nya yaitu bapak 

Mochamad Hadi Santoso di Gedung Baru yang beralamat di Jalan 

Karangkobar pada hari senin tanggal 16 Juli 2018. Berdirinya bank BRI 
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syariah Purwokerto tidak lepas dari peran masjid di Purwokerto. Karena 

pendiriannya menggunakan uang kas masjid untuk membantu masyarakat 

yang terjerat rentenir. Selain itu, produk yang ditawarkan bank BRI 

Syariah akan membuat nasabah aman dan nyaman. Pasalnya, secara makro 

kinerja perbankan syariah ini menunjukan tren positif dibandingan tahun 

sebelumnnya. Bank BRI syariah Purwokerto optimis akan perkembangan 

yang meningkat signifikan apabila pemerintah mendukung ekonomi 

berbasis sariah ini. Bank BRI syariah berharap bisa bermanfaat untuk 

kemajuan dan berkembangnya perekonomian di Purwokerto. Bank BRI 

Purwokerto mendapatkan dukungan dari OJK Purwokerto, Kepala KPW 

BI Purwokerto dan Bupati Banyumas. Bank BRI syariah melakukan 

kerjasama antara BRI syariah bersama dengan delapan instansi yaitu 

kemenag Banyumas, PT Sambas Wijaya Beton, Dinas Pendidikan 

Banyumas, Lazis NU, PDAM, Kemenag Cilacap, MAN 1 Banyumas, 

Yayasan Al Iman terkait layanan dan Produk Perbankan Syariah. Selain 

itu, juga diselenggarakan kegiatan CSR bertema BRI Syraiah berfaedah 

berupa pemberian perlengkapan masjid berupa AC dan peralatan sholat 

kepada mahasiswa yatim piatu dan dhuafa di IAIN Purwokerto. Juga 

pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar Kantor, sebagai bentuk 

kepedulian sosial BRI Syariah terhadap sesala.   Tujuan didirikannya bank 

BRI Syariah Purwokerto adalah merupakan wujud kepedulian terhadap 

perekonomian masyarakat Purwokerto pada umumnya dan masyarakat 

yang beragama Islam. Untuk mencapai harapan tersebut usaha-usaha yang 

dilakukan dengan memberikan jasa penyimpanan dan jasa pembiayaan, 

kedua usaha tersebut terealisasikan dalam berbagai produk simpanan dan 

pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat. Diantara produk-produk 

yang ditawarkan seperti tabungan wad‟iah, mudharabah, tabungan 

pendidikan, deposito berjangka, pembiayaan Murābaḥah, gadai emas. 

Pendirian Bank BRI Syariah Purwokerto memiliki harapan serta 

target besar yang harus dicapai. Harapan tersebut tertuang dalam visi dan 

misi, visi dari Bank BRI Syariah Purwokerto yaitu menjadi bank ritel 
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modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan 

nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. 

Misi dari Bank BRI Syariah yaitu memahami keragaman individu 

dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah. Menyediakan 

produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana 

kapan pun dan dimana pun. Memungkinkan setiap individu untuk 

meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran. 

Penyaluran dana Bank BRI Syariah Purwokerto kepada para 

nasabahnya adalah untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti 

sektor industri, konstruksi, perdagangan, jasa dunia usaha dan sektor 

lainnya. Dari sektor ekonomi dibagi menjadi beberapa jenis penggunaan 

dana seperti modal kerja, investasi, konsumsi.  

Produk pembiayaan dana di bank BRI Syariah Purwokerto meliputi 

Murābaḥah Bil Wakalah (jual beli) yaitu jenis pembiayaan untuk transaksi 

jual beli barang dimana pihak penjual (bank) dan pembeli (nasabah) 

masing-masing mengetahui harga pokoknya dan tambahan keuntungan 

atau margin serta sistem pembayaran dilakukan tangguh atau angsuran. Di 

Bank BRI Syariah Purwokerto produk yang menggunakan akad ini yaitu 

pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), KKB (Kredit 

Kepemilikan Mobil), EMBP (Pembiayaan Mikro dan Employee Benefit 

Program. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Murabahah ini 

harus mempunyai dokumen foto kopi KTP pemohon, fotokopi Kartu 

keluarga, Fotokopi Surat Nikah, NPWP pribadi, SPT pph 21/SP3, surat 

keterangan pekerjaan, surat keterngan gaji atau slip gaji, fotokopi rekening 

payrool minimal 1 bulan, fotokopi surat pemesan rumah (jika produk 

pembiayaan KPR), surat pernyataan nasabah, surat keterangan belum 

memiliki rumah, foto kopi sertifikat, fotokopi IMB, PBB. 

Pembiayaan selain Murābaḥah di Bank BRI Syariah Purwokerto 

yaitu Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak 

yaitu pihak pemilik dan bank dengan pihak pengelola usaha (nasabah). 



 

51 
 

Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai dengan nisbah atau porsi bagi 

hasil yang telah disepakati. Akad ini pada Bank BRI Syariah Purwokerto 

diterapkan pada pembiayaan Koperasi. Setelah itu ada pembiayaan 

Musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan ketentuan 

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan 

dimuka. Pada Bank BRI Syariah Purwokerto akad ini digunakan untuk 

pembiayaan modal kerja. Ada juga pembiayaan Qard adalah pengikatan 

pembiayaan yang disediakan Bank BRI Syariah Purwokerto. Rahn adalah 

pengikatan sebagai agunan atas pembiayaan. Terakhir, Ijarah adalah 

pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan pemeliharaan sebagai agunan 

pembiayaan. Dalam akad ini BRI Syariah Purwokerto menerapkan pada 

pembiayaan umroh. Sedangkan akad Qard, Rahn dan Ijarah digunakan 

pada pembiayaan gadai beragun emas.
83

 

Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Purwokerto 

1) Pemimpin Cabang : Fakhrurozi Bosman 

2) Marketing Manager : Aron Kuncoro 

2) AO Retail & Mitra Faedah : Wulandari S 

3) AO Konsumer : Dani Sigit P 

Anggih Eko p 

Pandu P 

4) AO NPF : Dimas Afiko 

5) FRO : Danik Mayasari 

Karlina A.K.P 

6) Micro Marketing Manager : Catur Ismawan 

7) Micro Unit Head : Arief Hidayatulloh 

8) AOM Mikro Faedah : Fakihudin 

Erlan Guritno 

9) AOM KUR Mikro : Rosi Dalma A 
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 Wawancara dengan Rizki Farianti, General Affairs Bank BRI Syariah Purwokerto, 14 
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Zainul Ahyar 

Septyawan B P 

10) AOM NPF  : Agung Ahmadi 

11) FinancingSupportSupervisor : Dewa Adhitya 

12) Financing Administration : Nurly Aminda 

13) Operation & Service 

Manager  

: Frantis Yogatri A 

14) BOS : Sriyati 

15) Customer Service : Awang Haryono 

Imeldawella 

Hannana Malik 

Yogi Septianto 

16) Teller : Iqomah Nur H 

Ramadian Nur F 

17) Back Office : Ahmed Ainul F 

18) General Affairs : Rizki Farianti 

19) Penaksir Emas : Puji Astuti 

 

 

2. Mekanisme Pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI Syariah Purwokerto 

Pembiayaan Murābaḥah ada dalam produk pembiayaan di bank 

BRI Syariah Purwokerto dan merupakan pembiayaan konsumtif dan 

pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif yang ada di bank BRI 

Syariah Purwokerto seperti KPR, KKB dan Multiguna. Pembiayaan 

produktif yang ada di bank BRI Syariah Purwokerto berupa modal usaha 

dan investasi. Penerapan Murābaḥah di bank BRI Syariah Purwokerto 

adalah jual beli barang pada harga asal atau harga pokokdengan tambahan 

keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam 

Murābaḥah, bank menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, 

kemudian bank BRI Syariah mensyaratkan atas laba dalam jumlah 

tertentu. 
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Bank BRI Syariah Purwokerto sebagai sebuah Lembaga keuangan 

Syariah memiliki sistem operasional yang sudah tersusun secara 

sistematis. Dalam pembiayaan Murābaḥah pada bank BRI Syariah 

Purwokerto memiliki proses yang harus dipatuhi oleh pegawa maupun 

nasabah. Sehingga dalam penerapan pembiayaan Murābaḥah pada bank 

BRI Syariah Purwokerto dapat berjalan dengan baik.  

Mekanisme yang dilakukan bank BRI Syariah Purwokerto apabila 

ada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Murābaḥah. Account 

Officer mengsolitisasi nasabah dimana tahap ini adalah masa perkenalan 

nasabah seperti nama, tempat tinggal, pekerjaan dll. Jika Account Officer 

menolak nasabah maka nasabah tidak bisa melanjutkan ke tahap 

selanjutnya. Jika setuju maka berlanjut ketahap selanjutnya ke collec data 

yaitu tahap dimana Account Officer meminta persyaratan-persyaratan 

untuk pembiayaan Murābaḥah kepada nasabah seperti : KTP/SIM/Paspor 

Asli, KK, NPWP, dll. Apabila persyaratan yang dibutuhkan tidak lengkap 

maka Account Officer meminta kelengkapan persyaratan nasabah untuk 

collec data. Ketika persyaratan sudah lengkap maka tahap berikutnya yaitu 

analisis, ditahap ini Account Officer mencari atau mengetahui karakter 

nasabah (5C). jika pada tahap analisis ini nasabah tidak memenuhi 5C 

tersebut maka pembiayaan ditolak. 

Selanjutnya berkas nasabah yang akan melakukan pembiayaan akan 

di alihkan ke financing support.  Financing support ini bertugas untuk 

mengecek BI  checking, trade checking, legal yuridis. Apabila BI checking 

lancar dan agunan layak untuk melakukan pembiayaan maka berhak ke 

tahap selanjutnya jika ternyata dari BI checking ditemukan bahwa nasabah 

ini memiliki pinjaman atau kredit macet maka pembiayaan tidak dilakukan 

dan berkas dikembalikan kepada nasabah. Kemuidan akan berlanjut ke 

tahap legal yuridis yaitu tahap nasabah melakukan akad pembiayaan 

Murābaḥah
 
. setelah akad selesai dilakukan tahap berikutnya dialihkan ke 

ADP untuk pembukaan pembiayaan. Pembukaan pembiayaan ini 

dilakukan pada saat bank sudah mencairkan dana kepada nasabah. Tahap 
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selanjutnya loan operasional yaitu tahap dimana dilakukan pengecekan 

Kembali terhadap dana yang sudah dicairkan . selanjutnya akan dilakukan 

Reporting/custady pengarsipan berkas-berkas nasabah yang telah 

melakukan pembiayaan. Dan tahap terakhir ialh monitoing angsuran 

nasabah oleh Account Officer. 

Adapun mekanisme pembiayaan Murābaḥah
 
 sebagai berikut:

84
 

a. Account Officer (AO) 

Petugas Account Officer melakukan prospek, prescreening, seleksi, 

inisiasi, pemberkasan, analisis pembiayaan, akad dan pencairan, 

maintin angsuran nasabah awal dengan aktivitas : 

1) Prospek adalah dimana Account Officer bertugas untuk 

memasarkan produk-produk pembiayaan dan menjelaskan secara 

detailnya mengenai produk tersebut yang bertujuan supaya para 

calon nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan pada bank 

tersebut. 

2) Prescreening adalah dimana Account Officer mencari tahu 

mengenai latar belakang nasabah, disini account officer melakukan 

survei seperti mencari tahu tempat tinggal nasabah, pekerjaan 

nasabah dan kehidupan nasabah dilingkungan tersebut. 

3) Seleksi adalah tahap dimana Account Officer melakukan 

penyaringan terhadap calon nasabah, yang pantas dan layak untuk 

melakukan pembiayaan. 

4) Inisiasi adalah untuk mengevaluasi calon nasabah. Maksud 

evaluasi ini adalah untuk mengetahui benar tidaknya tujuan 

nasabah melakukan pembiayaan. 

5) Pemberkasan adalah dimana Account Officer meminta syarat-

syarat untuk melakukan pembiayaan calon nasabah.  

6) Analisis pembiayaan adalah tahap yang dilakukan Account Officer 

mengetahui karakter nasabah 5C (character, capital, capacity, 
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collateral, conditional of economic) yang akan melakukan 

pembiayaan calon nasabah. 

7) Pencairan adalah dimana tahap sudah layak nasabah untuk 

mendapatkan dana pinjaman atas pembiayaan yang dilakukan 

kepada pihak bank.  

b. Petugas Financing Support (FS) 

Financing Support bertugas untuk mengurus dokumen-dokumen 

nasabah yang melakukan pembiayaan. Tugas Financing Support 

sebagai berikut: 

a) Menerima dokumen yang telah dikumpulkan oleh Account Officer 

dan melakukan pengecekan konsistensi dan kesesuaian terhadap 

prosedur dan kebijakan yang ada. Jika dokumen yang diterima 

Financing Support tidak lengkap maka aplikasi permohonan 

dikembalikan kepada Account Officer untuk dilengkapi Kembali. 

Financing Support wajib melakukan pemeriksaan terhadap 

dokumen yang diberikan oleh Account Officer. 

b) Dilakukan proses BI Checking (SLIK OJK) dan DHN checking 

untuk calon nasabah sebagai penyelidikan informasi negative oleh 

Financing Support dengan ketentuan proses pelaksanaan BI 

Checking mengikuti ketentuan khusus tentang BI checking. Serta 

periksa hasil BI Checking dengan cepat kualitas aktiva dari calon 

nasabah. Ketentuan kualitas aktiva calon nasabah yang dapat di 

biayai mengikuti ketentuan yang di tuangkan dalam BI Checking. 

c) Melakukan penilaian jaminan nasbah berupa sertifikat tanah atau 

BPKB mobil. Jaminan wajib bernilai minimal 125% dari jumlah 

plafon pembiayaan usulan nasabah. 

d) Melakukan verifikasi karakter calon nasabah dengan melakukan 

Trade Checking pada supplier dan bayer. Bila terdapat informasi 

negative terhadap calon nasabah, maka aplikasi pembiayaan 

tersebut segera di koordinasikan dengan pihak bisnis (Accoun 

Officer atau Marketing Manager). 
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e) Membuat surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) dan 

menyiapkan dokumen untuk akad pembiayaan. 

f) Menyampaikan seluruh dokumen pembiayaan kepada Account 

Officer yang mengusulkan pembiayaan calon nasabah. 

g) Apabila seluruh dokumen telah selesai oleh Account Officer. 

Financing Support melakukan pengecekan kelengkapan berkas 

calon nasabah dan mengecek seluruh dokumen telah ”comply” 

pada ketentuan pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI Syariah 

Purwokerto. 

h) Mendampingi pihak bisnis melakukan akad pembiayaan calon 

nasabah. 

i) Financing Support mengecek Kembali seluruh dokumen 

pembiayaan telah ditanda tangani oleh calon nasabah serta pihak 

bank. 

j) Fiancing Support melakukan input pada sistem untuk dilakukan 

pencairan pembiayaan Murābaḥah calon nasabah.
85

 

c. MM dan PINCAPEM 

a) Wajib melakukan kunjungan atau survey secara langsung ke calon 

nasabah untuk limit pembiayaan diatas limit UH.  

b) Wajib memastikan bahwa calon nasabah yang akan dibiayai dapat 

dan layak untuk dibiayai oleh Unit Mikro Syariah (UMS). 

c) Sebagai komite pembiayaan yang memberikan putusan 

pembiayaan dari pihak bisnis. 

d) Wajib melakukan pembinaan kepada unit dibawah koordinasinya. 

e) Bertanggung jawab penuh terhadap putusan pembiayaan.
86

 

d. Pimpinan Cabang (PINCA) 

Pimpinan cabang bertugas sebagai komite pembiayaan yang 

memberikan keputusan pembiayaan di pihak bisnis. Pimpinan cabang 
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wajib memastikan bahwa calon nasabah yang akan dibiayai dapat dan 

layak untuk dibiayai. Jika diperlukan maka pimpinan cabang dapat 

visit. Pimpinan cabang juga bertanggung jawab terhadap putaran 

pembiayaan seluruh unit yang beradi di bawah binaannya.
87

 

e. Proses pencairan pembiayaan oleh Account Officer 

a) Setelah ditanda tangani oleh PINCA atau pejabat yang berwenang 

UH menyampaikan IRP dan seluruh file ke dokumen pembiayaan 

asli kepada Financing Support untuk dilakukan proses realisasi 

pencairan. 

b) Financing Suport wajib memastikan IRP sudah sesuai dengan 

MUP, file dokumen asli telah sesuai dengan DCC. 

c) IRP diberikan kepada bagian laporan operasional untuk dilakukan 

pencairan pembiayaan laporan operasional memeriksa input yang 

telah dibuat oleh Financing upport dan mengisi nominal 

pembiayaan. 

d) Financing Support membuat rekap hasil ralisasi per-hari dan wajib 

melakukan rekonsiliasi hasil realisasi setiap akhir hari berdasarkan 

informasi dan Financing Support. 

e) Setelah cair, dana yang terdapat di rekening nasabah Account 

Officer menginstruksikan operasional untuk memindah buku dana 

tersebut ke rekening penjual barang sesuai dengan tujuan 

pembiayaan.
88

 

Mekanisme pembiayaan Murābaḥah pada bank Syariah secara 

umum tidak jauh berbeda dengan proses yang diterapkan oleh bank BRI 

Syariah Purwokerto dimana Account Officer sebagai proses seleksi awal 

pada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan sampai proses 

pencairan yang disetujui oleh pmpinan cabang pembiayaan.  
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3. Perhitungan Margin Pembiayaan  Murābaḥah di Bank BRI Syariah 

Purwokerto 

Bank BRI syariah menerapkan margin keuntungan terhadap 

produk pembiayaan yang berbasis natural Certainty Contract (NCC) yakni 

akad jual beli yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi 

jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan Murābaḥah. Transaksi 

pembiayaan Murābaḥah di bank BRI Syariah dapat menimbulkan risiko 

yang mungkin terjadi pada saat pembelian barang sebelum barang tersebut 

terjual kepada pihak lain dengan menambahkan suatu keuntungan. Secara 

teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah presentase 

tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara 

harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, perhitungan 

margin keuntungan secara bulanan, maka setahu  ditetapkan 12 bulan. 

Keuntungan yang diambil dianggap sebagai imbalan kemungkinan risiko 

yang mungkin akan dialami oleh bank BRI syariah Purwokerto. Bank 

memikul risiko atas pembelian dan penjualan barang tersebut, biaya untuk 

menanggung risiko inilah yang dapat dimasukan dalam penentuan margin 

Murābaḥah. Perhitungan margin pembiayaan Murābaḥah. Dalam praktik 

perbankan biasa nya margin di hitung dengan menggunakan metode 

anuitas, makin lama jangka waktu maka makin besar margin yang di 

kenakan pada nasabah. Konsep tersebut dibolehkan karena konsep anuitas 

hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. setelah margin 

ditentukan, nilai matgin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati 

terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Perhitungan angsuran 

perbulan dan pendapatan yang diakui. Angsuran perbulan bersifat merata 

atau tetap sepanjang masa perlunasan. 

Referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan 

dalam rapat ALCO bank syariah. Penetapan margin keuntungan 

pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank 

syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti, Dirct 

Competitor‟s Market Rate (DCMR) yaitu tingkat margin keuntungan rata-
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rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa 

bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok 

kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah 

tertentu yang ditetapkan dalam rapar ALCO sebagai kompetitor langsung 

terdekat. Expected Competitive Return For Investors (ECRI) yaitu target 

bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak 

ketiga. Acquiring Cost yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang 

langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 

Overhead Cost yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak 

langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 

Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank BRI 

syariah Purwokerto penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan 

harga beli atau harga pokok atau harga perolehan bank dan margin 

keuntungan. Di bank BRI Syariah Purwokerto prosentase margin sudah 

ditentukan, bank BRI Syariah Purwokerto menempatkan prosentase diukur 

dengan pendapatan, besaran pembiayaan dan jangka waktu angsuran dari 

nasabah. Besaran prosentase nya sebagai berikut: 

BESARAN/ JANGKA 

WAKTU 

 

PROSENTASE 

MARGIN 

 

SIFAT 

200-500 Juta 

- Jw. 1-3 Th 

- Jw > 3-5 Th 

- Jw 5-10 Th 

 

18,00 % pa 

19,00 % pa 

21,00 % pa 

 

TETAP 

TETAP 

TETAP 

500 s/d 1 M 

- Jw 1-5 Th 

- Jw. > 5 Th 

 

14, 50 % pa 

15,50 % pa 

 

TETAP 

TETAP 

1 M s/d 5 M 

- Jw 1-5 Th 

- Jw > 5-10 Th 

 

13 % pa 

14 % pa 

 

TETAP 

TETAP 

Tabel prosentase besaran Margin 
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Dalam perhitungan limit pembiayaan, kebutuhan pembiayaan 

modal kerja dihitung berdasarkan perputaran kas, piutang kurang dari 90 

hari, persediaan kurang dari 90 hari dan hutang dagang lebi dari 15 hari. 

Untuk trade cycle (hari) dilihat dari pertumbuhan penjualan, penjualan 

pertahun, harga pokok penjualan, biaya adminitrasi secara umum dan 

operasional, piutang dagang ditambah persediaan, kebutuhan modal kerja 

dam kelonggaran plafond modal kerja. Untuk perhitungan kebutuhan 

dapat diperhitungkan dengan cara perhitungan nilai proyek sesuai kontrak 

dikurang dengan DP yang diterima bank BRI Syariah Purwokerto dan 

pembayaran porsi Bank BRI Syariah Purwokerto adalah maksimal 80% 

dari kebutuhan biaya proyek.  

Perhitungan margin pembiayaan Murabahah  

Contoh struktur failitas exiting tidak menggunakan uang muka: 

Skema Pembiayaan : Murabahah 

Tujuan : Mikro Modal Kerja Penunjang  

Harga Beli : 100,000,000.00 

Margin : 48,944,000.00 

Eks Yield : 21.12 % 

Harga Jual Awal : 148,944,000.00 

Uang muka : 0,00 

Harga jual setelah UM : 148,944,000.00 

Porsi pem bank : 100,000,000.00 

Angsuran per bulan : 3,103,000.00 

Jangka waktu : 48 Bulan 

Pengikatan pembiayaan : Notaril 

Pengikatan Agunan : Notaril 

Skema Pembiayaan : Murabahah 

 

Contoh simulasi perhitungan margin pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI 

Syariah Purwokerto 

Harga Beli                         : Rp. 200.000.000,00 
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Margin Jual Beli                : Rp. 39.143.030,56 

Harga Jual Sebelum UM   : Rp. 239.143.030,56 

Uang Muka                        : Rp. - 

Harga Jual setelah UM      : Rp. 239.143.030,56 

Jangka Waktu                    : 36 Bulan 

Angsuran per-bulan          :  Rp. 6.642.861,96 

Daftar Angsuran Pembiayaan Murābaḥah di Bank BRI Syariah 

Purwokerto 

Angsuran ke Tanggal 

Angsuran 

Jumalah 

Angsuran Bulan 

Saldo Pembayaran 

0 21. okt.2020  Rp. 239.143.030,56 

1 21. Nov. 2020 Rp. 6.642.861,96 Rp. 232.500.168,60 

2 21. Des. 2020 Rp. 6.642.861,96 Rp. 225.857.306,64 

3 21. Jan. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 219.214.444,68 

4 21. Feb. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 212.571.582.72 

5 21. Mar. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 205.928.720,76 

6 21. Apr. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 199.185.858,80 

7 21. Mei. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 192.642.996.84 

8 21. Jun. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 186.000.134,88 

9 21. Jul. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 179.357.272,92 

10 21. Agu. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 172.714.410,96 

11 21. Sep. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 166.071.549,00 

12 21. Okt. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 159.428.687,04 

13 21. Nov. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 152.785.825,08 

14 21. Des. 2021 Rp. 6.642.861,96 Rp. 146.142.963,12 

15 21. Jan. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 139.500.101,16 

16 21. Feb. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 132.857.239,20 

17 21. Mar. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 126.214.377,24 

18 21. Apr. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 119.571.515,28 

19 21. Mei. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 112.928.653,32 
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20 21. Jun. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 106.385.791,36 

21 21. Jul. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 99.642.929,40 

22 21. Agu. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 93.000.067,44 

23 21. Sep. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 86.357.205,48 

24 21. Okt. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 79.714.343,52 

25 21. Nov. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 73.071.481,56 

26 21. Des. 2022 Rp. 6.642.861,96 Rp. 66.428.619,60 

27 21. Jan. 2023 Rp. 6.642.861,96 Rp. 59.785.757,64 

28 21. Feb. 2023 Rp. 6.642.861,96 Rp. 53.142.895,68 

29 21. Mar. 2023 Rp. 6.642.861,96 Rp. 46.500.033,72 

30 21. Apr. 2023 Rp. 6.642.861,96 Rp. 39.857.171,76 

31 21. Mei. 2023 Rp. 6.642.861,96 Rp. 33.214.309,80 

32 21. Jun. 2023 Rp. 6.642.861,96 Rp. 26.571. 447,84 

33 21. Jul. 2023 Rp. 6.642.861,96 Rp. 19.928.858,88 

34 21. Agu. 2023 Rp. 6.642.861,96 Rp. 13.285.723,92 

35 21. Sep. 2023 Rp. 6.642.861,96 Rp. 6.642.861,96 

36 21. Okt. 2023 Rp. 6.642.861,96 Rp.- 

Sumber: Dokumen Pembiayaan Murābaḥah Bank BRI Syariah Purwokerto 

Persyaratan untuk perhitungan margin keuntungan yaitu hanya bisa dihitung 

apabila komponen-komponen nya tersedia yaitu jenis perhitungn margin 

keuntungan, plafond pembiayaan sesuai jenis, jangka waktu pembiayaan, 

tingkat margin keuntungan pembiayaan, pola tagihan atau jatuh tempo tagihan 

(baik harga pokok maupun margin keuntungan).
89

 

B. Analisis mekanisme Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah 

Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

Pembiayaan Murābaḥah merupakan perjanjian jual beli antara bank 

dan nasabah dimana bank Syariah memberi barang yang diperlukan oleh 

nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 
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harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati 

antara bank Syariah dan nasabah.
90

 

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) 

huruf d yang dimaksud dengan Murābaḥah adalah akad pembiayaan suatu 

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
91

 

Dalam ajaran islam memperhatikan semua aktivitas ekonomi sejak pertama 

kali. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran ayat 282: 

ًءىامىنيوٓ  مىًَٰ ًٱلَّذًينى ايىنتيمًإًذىآً  آ  أىيػُّهىا يٍنوًًتىدى ًًَٰبًدى ًبػَّيػٍنىكيمًًٍكىلٍيىكٍتيبًٓ  ًفىٱكٍتيبيوهيًًمُّسىمِّىًأىجىلوًًٓ  إًلى

ًعىلىيٍوًًًٱلَّذًلًكىلٍييمٍلًلًًًفػىلٍيىكٍتيبًًٍٓ  لَّمىويًٱللَّويًعىًًكىمىاًيىكٍتيبىًًأىفًكىاتًبهًًيىأٍبىًًكىلىًًٓ  ًبٱًلٍعىدٍؿًًًٓ  كىاتًبهً

يٍػ ناًويًمًنًًٍيػىبٍخىسًًٍكىلىًًۥرىبَّويًًٱللَّوىًًكىلٍيىتَّقًًًٱلىٍقًُّ فًيهناًٱلىٍقًًُّعىلىيٍوًًًٱلَّذًلًكىافىًًفىإًفًٓ  ًشى ًلىًًأىكًًٍضىعًيفناًأىكًًٍسى

لًًَّأىفًيىسٍتىطًيعيً ًًۥكىليًُّويًًفػىلٍييمٍلًلًًٍىيوىًًيُيً يٍنًًًٓ  كىٱسٍتىشٍهًديكآً  بًٱلٍعىدٍؿً هًيدى ًلًًٍَّّفىإًفًٓ  ًرِّجىالًكيمًًٍمًنًشى

اًمًنىًًتػىرٍضىوٍفىًًمَِّنًكىٱمٍرىأىتىافًًًفػىرىجيلهًًرىجيلىيًًًٍيىكيونىا ىػَٰهيمىاًتىضًلًًَّأىفًءًًٓ  ٱلشُّهىدى ىػَٰهيمىاًفػىتيذىكِّرىًًإًحٍدى ًإًحٍدى

اًيىأٍبىًًكىلىًًٓ  ًٱلٍْيخٍرىلًَٰ ًكىبًيرناًأىكًًٍصىغًيرناًتىكٍتيبيوهيًًأىفًٓ  آ  تىسٍػ ىميوًكىلىًًٓ  ًٓ  اًديعيوامىًًإًذىاًءيًٓ  ٱلشُّهىدى

ًَٰ لًوًًًٓ  إًلى يًـًٱللَّوًًًعًندىًًأىقٍسىطيًًذىَٰلًكيمًًٍٓ  ًۦأىجى ةًًًكىأىقػٍوى دى ًتىكيوفىًًأىفًٓ  إًلًًَّٓ  ًٓ  آ  تػىرٍتىابيوًأىلًًَّٓ  كىأىدٍنىًًَٰللًشَّهىَٰ

ًتىكٍتيبيوىىاًًفػىلىيٍسىًًبػىيػٍنىكيمًًٍتيدًيريكنػىهىاًحىاضًرىةنًًتًىَٰرىةنً ًٓ  ًتػىبىايػىعٍتيمًًٍإًذىآً  آ  كىأىشٍهًديكًٓ  عىلىيٍكيمًٍجينىاحهًأىلَّ

هًيدهًًكىلىًًكىاتًبهًًرًَّٓ  ييضىاًكىلىً ًٓ  ًٱللَّوىًًٓ  كىٱتػَّقيوآً  ًبًكيمًًٍٓ  فيسيوؽهًًۥفىإًنَّويًًٓ  تػىفٍعىليواًكىإًفًٓ  ًشى

عىلًيمهًًشىىٍءوًًبًكيلًًِّكىٱللَّويًًٓ  ًٱللَّويًًكىيػيعىلِّميكيميً  

orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
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disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai mengambil riba, 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka, mereka kekal didalamnya.
92

 

Maksud ayat diatas adalah Ayat ini menegaskan prinsip akuntabilitas 

dan inspirasi memberikan arahan bahwa Lembaga keuangan Syariah harus 

menunjukan keterbukaan dan menggunakan konsep pencatatan. Jika dilihat 

dari ayat di atas maka konsep pencatatan dan keterbukaan sangat penting 

dalam transaksi jual beli, agar terhindar dari Riba sebagaimana firman Allah 

swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 29: 

ًاَٰمىنيوٓ  يَٰػۤاىيػُّهىاًالَّذًم  ًتىآ  فى اًاىـٓ  كيليوٓ  اًلى ًۤٓ  باًؿًٓ  نىكيمٓ  بىًًٓ  كىالىػكيمٓ  ۤۤ بىاطًلًًاًلَّ
ًتًىارىةنًٓ  تىكيوًٓ  اىف ًمِّنًٓ  عىنفى ًتىقًٓ  ًًٓ  كيمٓ  تػىرىاضو اًاىفٓ  تػيليوٓ  كىلى ًٗ  ًٓ  ػفيسىكيمٓ  ۤۤ

نـًٓ  رىحًيًٓ  بًكيمًكىافىًًاللٌَٰوىًًاًفًَّ  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang Kepadamu. 

Ayat di atas melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara 

transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) 

sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang 

digunakan adalah utang. Berbeda dengan Murābaḥah, dalam akad ini tidak 

ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, 

ayat ini mewajibkan untuk keabsahan antara para pihak yang dituangkan 
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dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang 

menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.
93

 

Transaksi jual beli suatu barang hraus sebesar harga perolehan barang 

ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak, dimana pihak 

bank mengkonfirmasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah. 
94

 

pada dasar nya transaksi jual beli adalah sebuah bentuk perjanjian yang sudah 

banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam fikih muamalah terdapat beberapa 

bentuk akad jual beli diantaranya yaitu ada Murābaḥah, salam, Istisna, 

Mudharah dan Musyarakah. Murābaḥah merupakan akad yang menekankan 

pada harga jual dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, 

jumlah dan jenis produknya akan diperjelaskan secara detail. Nantinya, 

produk akan diserahkan ketika akad diselesaikan. Dimana, pembeli bisa 

menunaikan kewajibannya secara cicilan atau tunai.
95

 

Pihak pembeli atau nasabah dan pihak penjual atau bank BRI syariah 

Purwokerto melakukan akad jual beli dan menyebutkan orang yang membeli 

barang disebut dengan Supplier. Sebagaimana dijelaskan oleh pihak penjual 

atau bank BRI syariah Purwokerto bahwa dalam praktiknya pihak penjual atau 

bank BRI syariah Purwokerto memberi modal atau membelikan barang 

kepada pembeli atau nasabah dan bersepakat memberi keuntungan atau 

margin dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

Karakteristik secara umum transaksi antara pihak penjual dan pembeli 

tampak seperti akad Murābaḥah, karena ada unsur jual beli yaitu pihak bank 

BRI syariah memberikan modal berupa barang kepada pembeli yang disebut 

nasabah. Untuk hukum Murābaḥah itu sendiri akan dianalisis berdasarkan 

rukun dan syarat yang ada didalamnya, apakah termasuk akad Murābaḥah 

yang sah atau tidak. Adapun ketentuan pelaksanaan jual beli pada sistem 
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perjanjian  Murābaḥah seperti harus adanya pihak yang berakad (bai’ dan 

musytari’), barang atau jas (mabi), Harga (Tsaman) dan Ijab Kabul (Sighat).
96

 

1.  Pihak yang berakad 

Di bank BRI syariah Purwokerto pihak penjual atau bank dan pihak 

pembeli atau nasabah telah melakukan perjanjian sejak awal sebelum 

transaksi jual beli dilakukan, yang mana praktiknya pihak penjual (bank 

BRI syariah) memenuhi kebutuhan pembeli (nasabah). Dalam pembuatan 

perjanjian antara pihak bank dan nasabah ini sudah sesuai dengan syarat 

dan rukun Murābaḥah karena dalam pembuatan perjanjian pihak bank dan 

nasabah sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada 

unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain sebagainya. 

Sebagai keabsahan suatu perjanjian atau akad para pihak harus cakap 

hukum. Selain cakap hukum, para pihak juga harus sukarela atau ridho dan 

tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa dan tidak di bawah tekanan.  

2. Barang  

Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang atau 

haram dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang. 

Obyek barang merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Obyek 

yang diperjualbelikan harus sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan 

penjual dan yang diterima pembeli. Penyerahan obyek dari penjual ke 

pembeli dapat dilakukan.  

3. Ijab dan Kabul (Sighat) 

Ijab Kabul harus jelas dan disebutkan secara spesifik para pihak yang 

berakad. Antara ijab dan Kabul harus selaras dan transparan baik dalam 

spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. Tidak mengundang 

klausal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian 

yang akan datang. Tidak dibatasi waktu, misalnya “saya jual ini kepada 

anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya”. Ijab Kabul 
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yang dilakukan oleh pihak bank BRI syariah Purwokerto dan Nasabah ini 

dilakukan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang mudah 

dipahami antara kedua belah pihak pada saat musyawarah antara para 

pihak penjual (bank) dan pihak pembeli (nasabah), maka ini dikatakan 

sesuai karena telah ada persetujuan dari kedua belah pihak yang mana 

pihak bank siap memberi atau membantu kebutuhan nasabah. 

Ketiga poin diatas, yang menarik untuk dibahas dalam transaksi jual 

beli di bank BRI syariah Purwokerto ini ialah mekanisme dan perhitungan 

margin pembiayaan Murābaḥah yang mana dalam praktik bagi hasil, bank 

menerapkan mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai 

keuntungan yang akan diperoleh bank, dan di setujui oleh nasabah dengan suka 

sama suka. Adapun pendapat ulama terkait mekanisme dalam sistem jual beli 

yaitu:  

1. Menurut Imam Malik, Murābaḥah itu dibolehkan (mubah) dengan 

berlandasan pada orang-orang Madinah, yaitu ada consensus pendapat di 

Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, 

dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu 

kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi‟I mengatakan jika 

seorang menunjukan komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kami 

beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”, kemudian 

orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan menghinani 

seorang fiqh mazhab Hanafi membenarkan keabsahan Murābaḥah 

berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian 

pula Nawawi dari Mazhab Syafi‟I, secara sederhana mengemukakan bahwa 

penjualan Murābaḥah sah menurut hukum tanpa bantahan.
97

 

2. Murābaḥah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli 

yang bersifat amanah (bai’ al-amanah). Murābaḥah dalam konsep 

perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli Murābaḥah penjual 
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atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan 

menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi 

pembiayaan Murābaḥah pada bank syariah dapat digunakan untuk 

pembelian barang konsumsi maupun barang dengan (pembiayaan tambah 

modal), yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh 

tempo/angsuran).
98

 

3. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan 

ketentuan umum mengenai Murābaḥah yaitu bank dan nasabah harus 

melakukan akad yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak 

diharamkan oleh syariat islam, bank membiayai sebagian atau seluruh harga 

pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, bank membeli 

barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini 

sah dan bebas riba, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 

dengan pembelian, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati 

tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad pihak bank dapat 

mengadakan perjajian khusus dengan nasabah dan jika bank hendak 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga 

akad jual beli Murābaḥah harus dilakukan setelah barang secara prinsip 

menjadi milik bank.
99

 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 116 sampai dengan 

pasal 124 dijelaskan bahwa penjual harus membiayi sebagian atau seluruh 

harga pembelian barang yang telah disepakati spesipikasinya, pembeli harus 

membayar barang yang telah disepakati dalam perjanjian pada waktu yang 

telah disepakati. Pihak penjual dalam Murābaḥah dapat mengadakan perjanjian 

khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadina penyalahgunaan akad. 

Apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual-beli Murābaḥah harus dilakukan setelah barang 

secara prinsip sudah menjadi milik penjual. Apabila penjual menerima 
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permintaan pembeli akan suatu barang atau asset, penjual harus membeli 

terlebih dahulu asset yang dipesan tersebut dan pembeli harus 

menyempurnakan jual-beli yang sah dengan penjual.
100

 

Menurut penulis ketentuan yang sesuai untuk menghukumi akad jual 

beli dalam pembiayaan ini, penulis mengikuti pendapat yang memperbolehkan 

mekanisme yang dilakukan bank yaitu memberikan uang dan barang dibeli 

oleh nasabah. Jual beli dalam pembiayaan ini, barang sebagai obyek sebagai 

kebutuhan nasabah dan bank mengambil keuntungan.
101

 Dilihat dari segi 

pembelian barang antara penjual dan kepada pembeli, akad jual beli dalam 

pembiayaan Murābaḥah ini diperbolehkan sesuai pendapat yang 

membolehkan, seperti pendapat empat mazhab, perbankan syariah, fatwa DSN-

MUI dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Perhitungan margin pembiayaan Murābaḥah adalah hal menarik yang 

akan dianalisis oleh penulis, yang mana bank BRI syariah Purwokerto dalam 

menerapkan margin keuntungan mempunyai metode tersendiri. Bank BRI 

syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk pembiayaan yang 

berbasis natural Certainty Contract (NCC) yakni akad jual beli yang 

memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, 

seperti pembiayaan Murābaḥah. Transaksi pembiayaan Murābaḥah di bank 

BRI Syariah dapat menimbulkan risiko yang mungkin terjadi pada saat 

pembelian barang sebelum barang tersebut terjual kepada pihak lain dengan 

menambahkan suatu keuntungan. Secara teknis yang dimaksud dengan margin 

keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan 

margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 

360 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahu  

ditetapkan 12 bulan. Keuntungan yang diambil dianggap sebagai imbalan 

kemungkinan risiko yang mungkin akan dialami oleh bank BRI syariah 

Purwokerto. Bank memikul risiko atas pembelian dan penjualan barang 

tersebut, biaya untuk menanggung risiko inilah yang dapat dimasukan dalam 
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penentuan margin Murābaḥah. Perhitungan margin pembiayaan Murābaḥah. 

Dalam praktik perbankan biasa nya margin di hitung dengan menggunakan 

metode anuitas, makin lama jangka waktu maka makin besar margin yang di 

kenakan pada nasabah. Konsep tersebut dibolehkan karena konsep anuitas 

hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. setelah margin ditentukan, 

nilai matgin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi 

keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Perhitungan angsuran perbulan dan 

pendapatan yang diakui. Angsuran perbulan bersifat merata atau tetap 

sepanjang masa perlunasan. 

Margin merupakan salah satu hal penting dalam suatu bisnis termasuk 

bisnis perbankan. Hal ini dikarenakan penentuan margin dalam akad 

Murābaḥah akan berpengaruh terhadap harga jual pembiayaan. Oleh karena 

itu, penetapan margin Murābaḥah merupakan factor yang sangat penting agar 

terciptanya harga jual yang adil bagi ke dua belah pihak. Harga jual harus 

mendorong untuk kemaslahatan bank BRI syariah Purwokerto namum juga 

tidak boleh mendzolimi nasabah. Referensi margin keuntungan adalah margin 

keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO bank syariah. Penetapan 

margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari 

tim ALCO bank syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti, Dirct 

Competitor’s Market Rate (DCMR) yaitu tingkat margin keuntungan rata-rata 

perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank 

syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor 

langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang 

ditetapkan dalam rapar ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat. Expected 

Competitive Return For Investors (ECRI) yaitu target bagi hasil kompetitif 

yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. Acquiring Cost 

yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya 

untuk memperoleh dana pihak ketiga. Overhead Cost yaitu biaya yang 

dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk 

memperoleh dana pihak ketiga. 
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Ketentuan prosentase margin harus diketahui dengan jelas, untuk 

menegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Cara dan syarat 

prosentase margin harus diketahui dan ditetapkan pada waktu akad 

berlangsung, begitu juga bagian yang diterima oleh masing-masing pihak. 

Margin keuntungan dibentuk oleh Bank BRI syariah Purwokerto dan nasabah 

memilih bagian yang sesuai dengan jumalah barang yang dibeli.  

Fatwa Dewan Syariah Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode 

Pengakuan Keuntungan pembiayaan Murābaḥah di Lembaga Keuangan 

Syariah: 

1. Ketentuan  

a) Metode Proposional adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan 

secara proposional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang 

berhasil ditagih dengan mengalihkan presentase keuntungan terhadap 

jumlah piutang yang berhasil ditagih. 

b) Metode Annuitas adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara 

proposional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan 

mengalihkan prosentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pook 

yang belum ditagih. 

c) Murābaḥah adalah akad jual beli dengan menegaskan harga jual 

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang 

lebih sebagai keuntungan. 

d) At-Tamwil bi al-Murabahah adalah Murābaḥah di Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) dengan cara LKS memberikan barang sesuai dengan 

pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah 

barang menjadi milik LKS dengan bayaran secara angsuran.  

e) Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan 

f) Al-Maslahah adalah suatu keadaan yang dianggap paling banyaj 

mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah 

yang sehat. 

2. Ketentuan Hukum 
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Metode pengakuan keuntungan Murābaḥah dan pembiayaan Murābaḥah 

boleh dikatakan secara proposional dan secara Annuitas, dengan mengikuti 

ketentuan ketentuan fatwa yaitu ketentuan hukum ini dengan jelas 

membolehkan metode pengakuan keuntungan Murābaḥah dan Annuitas, 

sekaligus menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional Lemabaga 

Keuangan Syariah harus berdasarkan keuntungan dalam fatwa ini. Hal ini 

menjaga konsistensi LKS dalam menerapkan prinsip syariah, sehingga 

terhindar dari pelanggaran hukum syariah. 

Dalam praktiknya, perhitungan margin pembiayaan Murābaḥah sudah 

ditetapkan dalam prosentase yang sudah disediakan oleh bank BRI syariah 

Purwokerto. Dalam penetapan margin nya bank BRI syariah Purwokerto 

melihat dari jumlah angsuran yang dipilih oleh nasabah, jumlah atau besaran 

harga barang yang diambil nasabah, dan jangka waktu yang ditetapkan. Dalam 

prakteknya jual beli ini sudah sesuai dengan kesepakatan, karena kedua belah 

pihak telah bersepakat terkait jual beli dan keuntungannya.   

Jika dilihat dari uraian diatas, maka akad dalam pembiayaan ini menjadi 

akad Murābaḥah dan dalam pembiayaan ini rukun dan syarat telah terpenuhi. 

Perhitungan pembiayaan  Murābaḥah sesuai dengan prinsip syariah karena 

dibuktikan dengan adanya surat-surat pembelian dan adanya bukti jaminan 

yang disepakati antara kedua belah pihak dalam menentukan prosentase 

keuntungan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang 

ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pembiayaan Murābaḥah yang dilakukan bank BRI syariah 

Purwokerto yakni nasabah melakukan negoisasi dan persyaratan oleh 

pihak bank, jika nasabah memenuhi syarat dalam pembiayaan 

Murābaḥah, maka pihak bank akan melakukan survey ke lokasi 

nasabah rumah maupun usaha, setelah disetujui oleh pihak bank maka 

dilakukan pencairan oleh bank kepada nasabah untuk membeli barang 

atau aset, nasabah mempunyai kewajiban membayar angsuran secara 

tangguh. 

2. Mekanisme perhitungan margin keuntungan pembiayaan Murābaḥah di 

bank BRI syariah Purwokerto tidak menggunakan metode Annuitas 

ataupun metode Flat seperti bank syariah kebanyakan. Bank BRI 

syariah menggunakan metode yang di buat sendiri. Di bank BRI syariah 

Purwokerto besaran prosentase margin berbeda-beda tergantung pada 

besaran pembiayaan yang diajukan nasabah dan penghasilan nasabah. 

Adapun jumlah angsuran, pokok dan margin keuntungan sudah 

ditentukan jumlah nilainya oleh bank BRI syariah Purwokerto dan 

nasabah hanya memilih angsurannya. Pembiayaan Murābaḥah di bank 

BRI syariah Purwokerto tidak menyediakan barang sebagai objek 

Murābaḥah melainkan menyediakan uang. Pelaksanaan akad 

Murābaḥah di bank BRI syariah Purwokerto untuk penentuan harga 

serta keuntungan mengira-ngira tetapi sebelumnya pihak bank maupun 

nasabah memiliki informasi harga barang dari produsen atau supllier. 

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pembiayaan 

Murābaḥah di bank BRI syariah Purwokerto dalam mekanisme nya 

sudah sesuai seperti objek, subyek dan pihak-pihak yang berakad serta 

resiko atau berakhirnya akad sudah sesuai. Tetapi dalam penentuan 
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besaran keuntungan margin, bank BRI syariah Purwokerto sudah 

menetapkan dari awal besarannya, dan nasabah memilih.  

B. Saran 

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terkait pembiayaan 

Murābaḥah di Bank BRI Syariah Purwokerto adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Bank BRI syariah Purwokerto, dapat menunjukan kepada nasabah 

bahwa telah mengaplikasikan operasional secara syariah. Dalam 

penerapannya sudah sejalan dengan Hukum Ekonomi Syariah akan tetapi 

dalam hal ini lebih ditekankan kepada nasabah memberikan bukti 

transaksi jual beli antara nasabah dengan pihak supllier, sehingga bank 

mengetahui. Jika bisa diusahakan bank saja yang membeli barang atau 

aset tersebut lalu diberikan kepada nasabah.  

2. Bank BRI syariah diharapkan menerapkan prinsip transparans 

(keterbukaan) kepada nasabah terutama dalam hal pembiayaan yaitu 

berupa marginnya. Bank BRI syariah diharapkan mampu 

menyempurnakan dan lebih menetapkan perencanaan tentang margin 

keuntungan dalam pembiayaan Murābaḥah.  

C. Penutup 

Puji syukur dan kehadiran Allah SWT yang telah rahmatnya, 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis. Namun penulis menyadari 

banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik 

dalam penggunaan bahasa maupun isinya. Hal ini merupakan kekhilafan 

dan kelalaian penulis dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Oleh karena 

itu, penulis mengharapkan adanya keritik dan sarang yang membangun 

untuk menjadikan penyusunan skripsi menuju kesempurnaan.  
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LAMPIRAN 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara 

Nama  : Dimas Afiko 

Selaku : Account Officer  

Alamat : BRI Syariah Purwokerto 

Pertanyaan antara penulis dengan Account Officer  

1. Bagaimana penerapan pembiayaan murabahah di bank BRI syariah 

Purwokerto ? 

2. Pembiayaan Murabahah di Bank BRI syariah Purwokerto banyak digunakan 

oleh nasabah untuk apa ? 

3. Pembiayaan yang termasuk konsumtif, pembiayaan seperti apa ? 

4. Pembiayaan yang termasuk produktif, pembiayaan seperti apa ? 

5. Bagaimana system operasional pembiayaan murabahah di bank BRI syariah 

Purwokerto ? 

6. Mekanisme yang dilakukan pada saat ada nasabah yang ingin mengajukan 

pembiayaan murabahah ? 

7. Setelah diketahui karakter nasabah, lalu berkas akan dialihkan kemana ? 

8. Apa yang akan dilakukan di BI cheking ? 

9. Apa yang dilakukan legal yuridis ? 

Jawaban dari Account Officer 

1. Penerapan Murābaḥah di bank BRI Syariah Purwokerto adalah jual beli 

barang pada harga asal atau harga pokokdengan tambahan keuntungan yang 

disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam Murābaḥah, bank 

menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian bank BRI 

Syariah mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. 

2. Pembiayaan Murābaḥah ada dalam produk pembiayaan di bank BRI Syariah 

Purwokerto dan merupakan pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. 

3. Pembiayaan konsumtif yang ada di bank BRI Syariah Purwokerto seperti 

KPR, KKB dan Multiguna 

4. Pembiayaan produktif yang ada di bank BRI Syariah Purwokerto berupa 

modal usaha dan investasi. 

5. Bank BRI Syariah Purwokerto sebagai sebuah Lembaga keuangan Syariah 

memiliki sistem operasional yang sudah tersusun secara sistematis. Dalam 

pembiayaan Murābaḥah pada bank BRI Syariah Purwokerto memiliki proses 



 

 

yang harus dipatuhi oleh pegawa maupun nasabah. Sehingga dalam penerapan 

pembiayaan Murābaḥah pada bank BRI Syariah Purwokerto dapat berjalan 

dengan baik. 

6. Mekanisme yang dilakukan bank BRI Syariah Purwokerto apabila ada 

nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Murābaḥah. Account Officer 

mengsolitisasi nasabah dimana tahap ini adalah masa perkenalan nasabah 

seperti nama, tempat tinggal, pekerjaan dll. Jika Account Officer menolak 

nasabah maka nasabah tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika 

setuju maka berlanjut ketahap selanjutnya ke collec data yaitu tahap dimana 

Account Officer meminta persyaratan-persyaratan untuk pembiayaan 

Murābaḥah kepada nasabah seperti : KTP/SIM/Paspor Asli, KK, NPWP, dll. 

Apabila persyaratan yang dibutuhkan tidak lengkap maka Account Officer 

meminta kelengkapan persyaratan nasabah untuk collec data. Ketika 

persyaratan sudah lengkap maka tahap berikutnya yaitu analisis, ditahap ini 

Account Officer mencari atau mengetahui karakter nasabah (5C). jika pada 

tahap analisis ini nasabah tidak memenuhi 5C tersebut maka pembiayaan 

ditolak. 

7. berkas nasabah yang akan melakukan pembiayaan akan di alihkan ke 

financing support.  Financing support ini bertugas untuk mengecek BI  

checking, trade checking, legal yuridis 

8. Apabila BI checking lancar dan agunan layak untuk melakukan pembiayaan 

maka berhak ke tahap selanjutnya jika ternyata dari BI checking ditemukan 

bahwa nasabah ini memiliki pinjaman atau kredit macet maka pembiayaan 

tidak dilakukan dan berkas dikembalikan kepada nasabah. 

9. legal yuridis yaitu tahap nasabah melakukan akad pembiayaan Murābaḥah
 
. 

setelah akad selesai dilakukan tahap berikutnya dialihkan ke ADP untuk 

pembukaan pembiayaan 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wawancara 

Nama  : Pandu P  

Selaku : Account Officer  

Alamat : BRI Syariah Purwokerto 

Pertanyaan antara penulis dengan Account Officer 

1. apa tugas dari financing support ? 

2. bagaimana jika ada dokumen yang tidak lengkap ? 

3. dokumen seperti apa yang di cek oleh financing support ? 

4. bagaimana cara verifikasi nasabah ? 

5. dokumen apa yang dibuat oleh financing support ? 

6. apabila dokumen sudah lengkap, maka akan dibawa kemana ? 

Jawaban dari Account Officer 

1. Financing Support bertugas untuk mengurus dokumen-dokumen nasabah 

yang melakukan pembiayaan. 

2. Jika dokumen yang diterima Financing Support tidak lengkap maka aplikasi 

permohonan dikembalikan kepada Account Officer untuk dilengkapi 

Kembali. Financing Support wajib melakukan pemeriksaan terhadap dokumen 

yang diberikan oleh Account Officer. 

3. Dokumen penilaian jaminan nasbah berupa sertifikat tanah atau BPKB mobil. 

Jaminan wajib bernilai minimal 125% dari jumlah plafon pembiayaan usulan 

nasabah 

4. verifikasi karakter calon nasabah dengan melakukan Trade Checking pada 

supplier dan bayer. Bila terdapat informasi negative terhadap calon nasabah, 

maka aplikasi pembiayaan tersebut segera di koordinasikan dengan pihak 

bisnis (Accoun Officer atau Marketing Manager). 

5. Membuat surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) dan menyiapkan 

dokumen untuk akad pembiayaan 

6. Apabila seluruh dokumen telah selesai oleh Account Officer. Financing 

Support melakukan pengecekan kelengkapan berkas calon nasabah dan 

mengecek seluruh dokumen telah ”comply” pada ketentuan pembiayaan 

Murābaḥah di Bank BRI Syariah Purwokerto. 

 

 



 

 

WAWANCARA 

Nama  : Aron Kuncoro 

Selaku : Manager Marketing 

Alamat : BRI Syariah Purwokerto 

Pertanyaan dari Penulis untuk Manager Marketing 

1. Bagaimana penjelasan antara pihak dalam pembiayaan murabahah ? 

2. Untuk barang, bagaimana mekanisme nya ? 

3. Apa tugas MM dan PINACAPEM ? 

Jawaban dari Manager Marketing 

1. Di bank BRI syariah Purwokerto pihak penjual atau bank dan pihak pembeli 

atau nasabah telah melakukan perjanjian sejak awal sebelum transaksi jual 

beli dilakukan, yang mana praktiknya pihak penjual (bank BRI syariah) 

memenuhi kebutuhan pembeli (nasabah). Dalam pembuatan perjanjian antara 

pihak bank dan nasabah ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun Murābaḥah 

karena dalam pembuatan perjanjian pihak bank dan nasabah sudah cakap 

untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu 

kecakapan, seperti gila, sakit dan lain sebagainya. Sebagai keabsahan suatu 

perjanjian atau akad para pihak harus cakap hukum. Selain cakap hukum, para 

pihak juga harus sukarela atau ridho dan tidak dalam keadaan terpaksa atau 

dipaksa dan tidak di bawah tekanan 

2. Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang dilarang atau 

haram dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang. 

Obyek barang merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Obyek yang 

diperjualbelikan harus sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual 

dan yang diterima pembeli. Penyerahan obyek dari penjual ke pembeli dapat 

dilakukan. 

3. Wajib melakukan kunjungan atau survey secara langsung ke calon nasabah 

untuk limit pembiayaan diatas limit UH 

 

 

 

 

 



 

 

WAWANCARA 

Nama  : Fakhrurozi Bozman 

Selaku : Pimpinan Cabang 

Alamat : BRI Syariah Purwokerto 

Pertanyaan dari Penulis Untuk Pimpinan Cabang 

1. Apa tugas Pimpinan Cabang ? 

Jawaban dari Pimpinan Cabang 

1. Pimpinan cabang bertugas sebagai komite pembiayaan yang memberikan 

keputusan pembiayaan di pihak bisnis. Pimpinan cabang wajib memastikan 

bahwa calon nasabah yang akan dibiayai dapat dan layak untuk dibiayai. Jika 

diperlukan maka pimpinan cabang dapat visit. Pimpinan cabang juga 

bertanggung jawab terhadap putaran pembiayaan seluruh unit yang beradi di 

bawah binaannya 

 

 

WAWANCARA 

Nama  : aditya 

Selaku : Account Officer 

Alamat : BRI Syariah Purwokerto 

Pertanyaan dari Penulis untuk Account Officer  

1. Setelah ditanda tangani oleh PINCA maka tahap selanjutnya apa ? 

2. Apakah mekanisme sudah sesuai dengan prinsip syariah ? 

3. Bagaimana pembagian margin yang ditetapkan bank BRI syariah Purwokerto 

? 

4. Bagaimana cara menghitung limit nya ? 

5. Contoh struktur fasilitasi ? 

6. Contoh simulasi perhitungan ? 

Jawaban dari Account Officer 



 

 

1. Setelah ditanda tangani oleh PINCA atau pejabat yang berwenang UH 

menyampaikan IRP dan seluruh file ke dokumen pembiayaan asli kepada 

Financing Support untuk dilakukan proses realisasi pencairan. 

2. Mekanisme pembiayaan Murābaḥah pada bank Syariah secara umum tidak 

jauh berbeda dengan proses yang diterapkan oleh bank BRI Syariah 

Purwokerto dimana Account Officer sebagai proses seleksi awal pada calon 

nasabah yang mengajukan pembiayaan sampai proses pencairan yang 

disetujui oleh pmpinan cabang pembiayaan. 

3.  

BESARAN/ JANGKA 

WAKTU 

 

PROSENTASE 

MARGIN 

 

SIFAT 

200-500 Juta 

- Jw. 1-3 Th 

- Jw > 3-5 Th 

- Jw 5-10 Th 

 

18,00 % pa 

19,00 % pa 

21,00 % pa 

 

TETAP 

TETAP 

TETAP 

500 s/d 1 M 

- Jw 1-5 Th 

- Jw. > 5 Th 

 

14, 50 % pa 

15,50 % pa 

 

TETAP 

TETAP 

1 M s/d 5 M 

- Jw 1-5 Th 

- Jw > 5-10 Th 

 

13 % pa 

14 % pa 

 

TETAP 

TETAP 

4. Dalam perhitungan limit pembiayaan, kebutuhan pembiayaan modal kerja 

dihitung berdasarkan perputaran kas, piutang kurang dari 90 hari, persediaan 

kurang dari 90 hari dan hutang dagang lebi dari 15 hari. Untuk trade cycle 

(hari) dilihat dari pertumbuhan penjualan, penjualan pertahun, harga pokok 

penjualan, biaya adminitrasi secara umum dan operasional, piutang dagang 

ditambah persediaan, kebutuhan modal kerja dam kelonggaran plafond modal 

kerja. Untuk perhitungan kebutuhan dapat diperhitungkan dengan cara 

perhitungan nilai proyek sesuai kontrak dikurang dengan DP yang diterima 

bank BRI Syariah Purwokerto dan pembayaran porsi Bank BRI Syariah 

Purwokerto adalah maksimal 80% dari kebutuhan biaya proyek. 



 

 

5.  

Skema Pembiayaan : Murabahah 

Tujuan : Mikro Modal Kerja Penunjang  

Harga Beli : 100,000,000.00 

Margin : 48,944,000.00 

Eks Yield : 21.12 % 

Harga Jual Awal : 148,944,000.00 

Uang muka : 0,00 

Harga jual setelah UM : 148,944,000.00 

Porsi pem bank : 100,000,000.00 

Angsuran per bulan : 3,103,000.00 

Jangka waktu : 48 Bulan 

Pengikatan pembiayaan : Notaril 

Pengikatan Agunan : Notaril 

Skema Pembiayaan : Murabahah 

6.  

Harga Beli         

          

      : Rp. 200.000.000,00 

Margin Jual Beli         

       : Rp. 39.143.030,56 

Harga Jual Sebelum UM   : Rp. 239.143.030,56 

Uang Muka         

          

      : Rp. - 

Harga Jual setelah UM      : Rp. 

239.143.030,56 

Jangka Waktu         

          

  : 36 Bulan 

Angsuran per-bulan        

  :  Rp. 6.642.861,96 



Lampiran Tanda Terima Pembelian Barang (TTPB) 

 



Lampiran Surat Tanda Terima 

 



Lampiran Tanda Terima Uang Oleh Nasabah 

 

 



Lampiran Dokumentasi Jaminan 

 

 



Lampiran Surat Permohonan Realisasi Dana  

 



Lampiran Surat Sanggup 

 

 



Lampiran Daftar Barang 

 

 



Lampiran Surat Persetujuan Pasangan 

 



Lampiran Surat Pernyataan 

 

 



Lampiran Surat Kuasa Debet 

 



Lampiran Surat Pernyataan 

 

 



Lampiran Surat Pernyataan Penggunaan Nasabah 

 



Lampiran Surat Kuasa Debet 

 

 



Lampiran Surat Order 

 



Lampiran Tujuan 

 



Lampiran Hubungan Perbankan 

 



Lampiran Analisa Usaha 

 

 



Lampiran Analisa Resiko 

 



Lampiran Fasilitas Pembiayaan Murabahah 

 



Lampiran Stuktur Fasilitas Exiting 

 

 

 



Lampiran Laporan Pemenuhan 

 

 

 



Lampiran Neraca 

 



Lampiran Neraca 

 

 



Lampiran Neraca 

 

 



Lampiran Cash Generation 

 



Lampiran Proyeksi Keuangan 

 

 



Lampiran 

 

 



Lampiran  

 

 



Lampiran Limit Pembiayaan 

 

 



Lampiran Keuangan 

 



Dr. Vivi Ariyanti S.H., M.Hum 

NIP. 198301142008012014 

 

 

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN 
 

 
 

 

 

No. BULAN HARI/ TANGGAL MATERI BIMBINGAN 
TANDA TANGAN 

PEMBIMBING MAHASISWA 
 

1. 

 

2. 

 
 

3. 

 

September 

September 

 

November 

 

Selasa/ 12 September 2020 

 

Rabu/ 27 September 2020 

 
 

Senin/ 8 November 2020 

 

Penyusunan Proposal Secara Lengkap 

 

Pembahasan Revisi Judul, Teknik Penulisan, Metode Penelitian, 

Sistematika Pembahasan dan Outline. 

 

Pendaftaran Singkatan dan Penulisan Outline 
 

 

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing 
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan Purwokerto, 8 Januari 2021 

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan 

4. Bimbingan minimal 9 kali Pembimbing, 

 

Nama : Dini Anastasiya 

NIM : 1617301010 

Smt./Prodi : 9/Hukum Ekonomi Syariah 

Dosen Pembimbing : Dr. Vivi Aiyanti S.H., M.Hum 

Judul Skripsi : Perhitungan Margin Murabahah di Bank BRI Syariah Purwokerto 

   



Dr. Vivi Ariyanti S.H., M.Hum 

NIP. 198301142008012014 

 

 

 

No. BULAN HARI/ TANGGAL MATERI BIMBINGAN *) 
TANDA TANGAN 

PEMBIMBING MAHASISWA 
    

Pembahasan Materi Bab II, Pembahasan Revisi Hasil Seminar 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. November Rabu/ 18 September 2020 Proposal, Proses Penyusunan Bab I-III 

 

 
5. 

 

 
November 

 

 
Kamis/ 26 November 

 

 
Penambahan materi dan referensi Bab II dari buku, penyusunan hasil 

  2020 wawancara 

 

 
6. 

 

 
Desember 

 

 
Selasa/ 8 Desember 2020 

 

 
Pembahasan Bab IV 

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing 
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan Purwokerto, 8 Januari 2021 

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan 

4. Bimbingan minimal 9 kali Pembimbing, 
 



 

 

 

 

 

No. BULAN HARI/ TANGGAL MATERI BIMBINGAN *) 
TANDA TANGAN 

PEMBIMBING MAHASISWA 

 

 

7. 

 

 

Desember 

 

 

Kamis/ 17 Desember 

 

 

Pembahasan BAB IV 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

  2020  

 

 
8. 

 

 
Desember 

 

 
Senin/ 21 Desember 2020 

 

 
Pembahasan BAB IV 

 

 
9. 

 

 
Januari 

 

 
Rabu/ 7 Januari 2021 

 

 
Perbaikan beberapa tata tulis yang belum tepat di BAB IV, BAB V dan 

   Abstrak 

 
 

10. 

 
 

Januari 

 
 

Kamis/ 8 Januari 2021 

 
 

Revisi abstrak dan bab 



 

 

 

      

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing 
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan Purwokerto, 8 Januari 2021 

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan 

4. Bimbingan minimal 9 kali Pembimbing, 
 

 

Dr. Vivi Ariyanti S.H., M.Hum 

NIP. 198301142008012014 



 
 
 
 
 
 

BERITA ACARA SIDANG JUDUL SKRIPSI 
 

 

Pada hari ini, Senin tanggal 18 Mei 2020 telah dilaksanakan Sidang Judul Skripsi 

yang diajukan oleh: 

Nama  : DINI ANASTASIYA 

NIM : 1617301010 

Semester/ Prodi : VIII/HES 

Judul Proposal : PERHITUNGAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN 

MURABAHAH DI BANK DANAMON SYARIAH 

PURWOKERTO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM 

EKONOMI SYARIAH (KHES) 

Dengan keputusan sidang sebagai berikut: 

 Diterima  Diterima Konsultasi  Konsultasi  Ditolak 

Jika Diterima, Pembimbing skripsi adalah: Dr. Vivi Ariyanti, SH, M.Hum 

CATATAN: 

1. Sudah banyak skripsi tentang perhitungan margin pada pembiayaan murabahah. Anda 

harus benar-benar memperkuat kajian KHES nya. 

2. Aspek teknis banyak yang harus diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Purwokerto, 18 Mei 2020  

Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, 

 
Agus Sunaryo, M.S.I. ________________________ 

NIP. 19790428 200901 1 006 NIP. 



 

Nomor : B-765/In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2020 Purwokerto, 2 Juli 2020 

Lamp. : - 

Hal : Permohonan Izin Riset Individual 
 

 

Kepada Yth: 
Direktur Bank BRI Syariah Purwokerto Di 

Purwokerto 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon 

Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami: 

1. Nama : Dini Anastasiya 

2. NIM 1617301010 

3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah 

4. Semester VIII 

5. Tahun Akademik : 2016/ 2017 

6. Alamat : Bekasi utara, Villa Gading Baru D2/29 

7. Judul : Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah di bank 

Danamon Syariah Purwokerto Perspektif Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Obyek : Perhitungan Margin pada Pembiayaan Murabahah 

2. Tempat/Lokasi : Bank BRI Syariah Purwokerto 

3. Waktu Penelitian : 6 s.d 12 Juli 2020 

4. Metode Penelitian : Wawancara. Dokumentasi dan Observasi 
 

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu 

disampaikan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 
 

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 

 

 
 

Agus Sunaryo, SHI, MSI. 

NIP. 19790428 200901 1 006 



 

 

Nomor  :  B- 629 /In.17/D.FS/PP.009/VI/2020 Purwokerto, 3 Juni 2020 

Lamp. : 1 lembar 
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi 

 
 

Kepada: 

Yth. Dr. Vivi Ariyanti, SH, M.Hum 

Di 

Purwokerto 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari’ah 

pada tanggal 18 Mei 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris 

Jurusan pada tanggal 18 Mei 2020 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi 

pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut: 

 

Nama : DINI ANASTASIYA 

NIM : 1617301010 

Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah 

Judul Skripsi : PERHITUNGAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN 

MURABAHAH DI BANK DANAMON SYARIAH 

PURWOKERTO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM 

EKONOMI SYARIAH (KHES) 

 
Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas 

kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
 

An. Dekan Fakultas Syari’ah, 

Kajur Hukum Ekonomi Syari'ah 

 

 

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. 
NIP. 19790428 200901 1 006 



 

SURAT PERNYATAAN 

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING 

 
Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Nomor: 

B- 629 /In.17/D.FS/PP.009/VI/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas: 

 

Nama : DINI ANASTASIYA 

NIM : 1617301010 

Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah 

Judul Skripsi : PERHITUNGAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN 

MURABAHAH DI BANK DANAMON SYARIAH 

PURWOKERTO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM 

EKONOMI SYARIAH (KHES) 

 

Saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa 

yang bersangkutan. 

Purwokerto, 3 Juni 2020 

 

 

 

Dr. Vivi Ariyanti, SH, M.Hum 

NIP. 

 

 
Catatan : * Coret yang tidak perlu 



 
 
 
 
 
 

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR 
Nomor :  1275 /In.17/D.FS/IX/2020 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi 

Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa: 

Nama : DINI ANASTASIYA 

NIM : 1617301010 

Smt./Prodi : IX/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah 

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah 

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: “PERHITUNGAN 

MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK BRI SYARIAH PURWOKERTO 

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH” pada tanggal 11 September 

2020 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS*) dengan NILAI: 66 (B-) dan perubahan 

proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk 

melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1. 

 
 
 

  Dibuat di : Purwokerto 
  Pada Tanggal : 7 Oktober 2020 
    
 Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, 
 
        
 
 

 Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Ahmad Zayyadi, M.H.I., MA. 
 NIP. 19790428 200901 1 006 NIP.  
 
 
 

*)Keterangan: 
1. Coret yang tidak perlu 
2. RENTANG NILAI: 
A     :    86-100 B+   :   76-80 B-   :   66-70 C  :  56-60 
A-    :    81-85 B     :   71-75 C+   :  61-65  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa : 

Nama : Dini Anastasiya 

NIM : 1617301010 

Jurusan  : Muamalah 

Semester / Program Studi : 9/Hukum Ekonomi Syariah 

Judul Skripsi : 

Perhitungan Margin Murabahah di Bank BRI Syariah 

Purwokerto 

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang 

bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.  

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Wassalamu’alikum Wr. Wb. 
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No. : 164/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/I/2021  
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Nama     : DINI ANASTASIYA  
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Rupiah) kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.  

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan 

seperlunya.  
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